PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan

Tanjung Mas Kota Semarang)

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna

Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga

Y7

WALISONGO

Oleh :
Dian Rona Abdana
NIM  :2000018010
Konsentrasi : Hukum Keluarga

PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2023









NOTA DINAS
PROPOSAL TESIS
Semarang, 2 Desember 2023

Kepada

Yth, Direktur Pascasarjana

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum, wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan

koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Dian Rona Abdana

NIM ;2000018010

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Program Studi : llmu Agama Islam

Judul . PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH

TANGAN (Studi Kasus Program KRPPA di
Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang )
Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.
Wassalamu'alaikum, wr.wb

Pembimbing, Pembimbing,

—
Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag
NIP : 196605081991012001 NIP: 197303142001121001




PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Dian Rona Abdana

NIM : 2000018010

Judul penelitian . PENYELESAIAN PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus
Program KRPPA di Kelurahan
Tanjung Mas Kota Semarang )

Program Studi ¢ llmu Agama Islam

Konsentrasi . Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:
PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas
Kota Semarang )

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali

bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 2 Desember 2023
Pembuat pernyataan,

b

array

Dian Rona Abdana
2000018010



ABSTRACT

Research title : COMPLETION OF MARRIAGE UNDER THE HAND
(Case Study of the  KRPPA Program in Tanjung Mas
Village, Semarang City)

Name : Dian Rona Abdana

NIM : 2000018010

Unregistered marriages make it difficult for the government to administer
population and make it difficult for women and children to obtain their
rights. Fighting for the rights of women and children is a step in the
Women's Friendly and Child Care Village (KRPPA) program. As the first
pilot, this program was carried out by the Tanjung Mas Subdistrict in
fighting for the rights of women and children, one of which was the
completion of private marriage registration. This study is intended to
answer the questions: 1. How are women-friendly and child-caring
programs taking place in Tanjung Mas Village, Semarang City? 2. How is
an underhanded marriage resolved in Tanjung Mas Village, Semarang
City? This problem was discussed through field studies. Research location
as a data source through free interviews, participant observation, and
documentation studies. All data was analyzed using a socio-legal
approach. This study shows that: 1. Women-friendly and child-care
programs in Tanjung Mas Subdistrict resolve underhanded marriages,
domestic violence, pregnant women, juvenile delinquency and stunting. 2.
Settlement of marriage is carried out by means of remarriage, marriage
dispensation for couples under 19 years of age, and a hearing to determine
the status of children.

Keywords: registration, marriage, KRPPA
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ABSTRAK

Judul penelitian . PENYELESAIAN PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN (Studi Kasus Program
KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota

Semarang)
Nama . Dian Rona Abdana
NIM : 2000018010

Perkawinan yang tidak dicatat menyulitkan pemerintah dalam
administrasi kependudukan dan mempersulit perempuan maupun anak
dalam mendapatkan hak mereka. Memperjuangkan hak perempuan dan
anak merupakan langkah dalam program Kelurahan Ramah Perempuan dan
Peduli Anak (KRPPA). Sebagai percontohan pertama program ini
dilakukan oleh Kelurahan Tanjung Mas dalam memperjuangkan hak
perempuan dan anak salah satunya penyelesaian pencatatan perkawinan di
bawah tangan. Studi ini dimaksudkan utuk menjawab pertanyaan: 1.
Bagaimana program ramah perempuan dan perduli anak yang terjadi di
Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ? 2. Bagaimana penyelesaian
perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ?
Permasalahan itu dibahas melalui studi lapangan. Lokasi penelitian sebagai
sumber data melalui wawancara bebas, observasi partisipan, dan studi
dokumentasi. Semua data dianalisis dengan menggunakan pendekatan
sosio-legal. Kajian ini menunjukan bahwa: 1. Program ramah perempuan
dan peduli anak di Kelurahan Tanjung Mas menyelesaikan perkawinan di
bawah tangan, kekerasan dalam rumah tangga, Ibu hamil, kenakalan
remaja, dan stunting. 2. Penyelesaian perkawinan dilakukan degan cara
nikah ulang, dispensasi nikah bagi pasangan belum berusia 19 tahun, dan
sidang penetapan status anak.

Kata Kunci: pencatatan, perkawinan, KRPPA
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia mempunyai kekuatan hukum bila
dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan dan dilaksanakan dihadapan
pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang tidak dicatat merupakan
perbuatan melanggar hukum.! Hal ini sesuai dengan Undang-Undang
no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.? Dalam pasal 2 dijelaskan
perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing
agama maupun Kkepercayaannya dan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan. Dari ketentuan hukum tersebut jika kita pahami
pencatatan perkawinan andil dalam membuktikan keabsahan suatu
perkawinan yang telah terjadi.®

Sementara pendapat yang lain adalah pencatatan perkawinan
bukan termasuk dalam pembahasan mengenai keabsahan suatu
perkawinan tetapi merupakan syarat administrasi dalam perkawinan.
Dalam administrasi perkawinan menyatakan bahwa peristiwa
perkawinan memang benar-benar terjadi. Dengan adanya pencatatan

perkawinan pasangan suami istri dapat dijadikan bukti kepada dirinya

! Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan di
Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 105.

2 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak
Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hal. 1.

3 Hartono Mardjono, Menegakkan  Syari’at Islam dalam Konteks
Keindonesiaan Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik,
dan Lembaga Negara, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 91-96.
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telah melangsungkan perkawinan dan kepada orag lain yang
meragukan perkawinannya dan keabsahannya sebagai pasangan
ataupun keturunannya. Selain itu pencatatan perkawinan berfungsi
agar hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak dapat diakui
hukum.*

Pencatatan perkawinan penting untuk dilakukan karena
berhubungan dengan hukum administrasi kependudukan. Hal ini
sejalan dengan Undang-Udang No 23 Tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan. Dalam pasal 1 ayat 17 dinyatakan bahwa
perkawinan adalah peristiwva yang penting. Kemudian dijelaskan
dalam pasal 34 bahwa setiap perkawinan yang sah menurut peraturan
perundang-undang wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi
pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari
semenjak dilakukan perkawinan. Dari keterangan di atas jelas bahwa
setiap perkawinan harus dicatatatkan di Kantor Urusan Agama jika
muslim dan Kantor Catatan Sipil jika non muslim. Pencatatan ini
bertujuan untuk memudahkan pendataan terkait data kependudukan
mengenai status seseorang dalam wilayah Negara.® Apabila terjadi
perkawinan yang dilaksanakan tanpa dilakukan pencatatan
perkawinan maka menurut hukum Indonesia dianggab tidak pernah

ada perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat

4 Abdurahman dan Riduan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum
Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 16.
5 Zamroni, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia,
(Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018), hal. 16.
2



memiliki status anak di luar kawin dan hanya memiliki hubungan
keperdataan dengan ibunya saja.®

Dalam prakteknya tidak semua masyarakat melakukan
perkawinannya dihadapan pegawai pencatat perkawinan bisa disebut
dengan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan
merupakan satu masalah dalam hukum pencatatan perkawinan di
Indonesai. Hukum pencatatan perkawinan melarang adanya
perkawinan yang tidak di catat karena mengganggu ketertiban
masyarakat dan berdampak buruk bagi status hukum istri dan anak
dikemudian hari. Hal ini dapat kita lihat dari direktori putusan
Mahkamah Agung pada tahun 2023 mencatat 49.745 Kkasus
mengajukan pengesahan nikah. Pengesahan nikah dilakuan dengan
beberapa alasan di antaranya pertama menyelesaikan perceraian,
kedua hilangnya akta nikah, ketiga keraguan keabsahan nikah,
keempat perkawinan yang tidak dicatat sebelum UU No 1 Tahun 1974
berlaku, kelima. perkawinan yang tidak dicatat setelah UU No 1
Tahun 1974 berlaku.”

Setelah berlakunya undang-undang nomer 1 tahun 1974
perkawinan di bawah tangan masih dilakukan sebagian masyarakat
Indonesia. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak
dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan ini

hanya dihadiri kedua mempelai, wali, saksi, dan modin setempat.

6 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta
Bulan Bintang, 1993), hal. 5-6.
" Direktori putusan Mahkamah Agung tahun 2023 di akses pada hari
senin tangal 13 november pukul 06.57
3



Menurut ketentuan hukum Islam perkawinan ini sah hamun menurut
hukum yang berlaku di Indonesia tidak sah. Perkawinan di bawah
tangan menimbulkan banyak polemik dalam kehidupan berrumah
tangga. Permasalahan yang dialami pasangan yang tidak memiliki
bukti akta nikah adalah kesulitan membuat kk, kesulitan membuat
akta anak, tidak memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama,
dianggap masyarakat sekitar memiliki aib karena malakukan
perkawinan secara diam-diam.®

Mudahnya akses jasa perkawinan di bawah tangan di kota
semarang menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah
tangan. Beberapa jasa yang melayani perkawinan di bawah tangan
pertama yuknikahin.com. Jasa yuknikahin.com menyediakan layanan
perkawinan di bawah tangan dengan fasilitas perkawinan sah,
sertifikat nikah, pembayaran yang mudah, menjamin keamanan
mempelai. Jasa ini mengajukan empat langkah dalam menghalalkan
pasangan yang akan menikah di bawah tangan. Langkah awal yang
harus dilakukan adalah konsultasi. Konsultasi ini dilakukan untuk
mengidentifikasi tidak adanya halangan untuk melaksanakan nikah.
Setalah dilakukan pengecekan dan terindikasi tidak adanya larangan
melakukan perkawinan maka mempelai mengumpulkan persyatan
perkawinan. Persyaratan perkawinan merupakan langkah kedua untuk

menghalalkan pasangan yang akan melakuan perkawinan. Adapun

8 Pijri Paijar, Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif
Penyelesaiannya, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluaga dan
Peradilan Islam, VVol.3 Nomor 1 (2022), hal.75
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persyaratan yang harus dikumpulkan data diri mempelai, nama ayah
kandung, dan mahar. Langkah ketiga setelah mengumpulkan syarat
menentukan tangal dan waktu perkawinan. Selanjutnya langkah akhir
dari perkawinan di bawah tangan ini adalah akad nikah. Untuk biaya
perkawinan Rp 1.400.000 sampai Rp 2.500.000 tergantung kota
tempat mempelai.®

1. Syarat dan Ketentuan lain dalam perkawinan dari yuknikahin

a. Kami hanya menikahkan calon mempelai suami dan istri yang
telah mencapai sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

b. Kami hanya menikahkan calon mempelai yang keduanya
muslim.

c. Seorang gadis wajib izin walinya.

d. Seorang janda yang sudah baligh (dewasa) bisa menggunakan
wali muhakkamatautahkim baik diketahui oleh wali atau tidak
diketahui. Namun baiknya wali mengetahui.

e. Wali muhakkamatautahkim baru dapat bertindak sebagai wali
nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau
gaib atau enggan.

f.  Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bila
ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon

mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

® Yuknikahin.com situs resmi perkawinan di bawah tangan di akses pada
hari rabu 15 november jam 10.50
5



g. Nikah di bawah tangan sah secara agama Islam jika

pelaksanaanya memenuhi rukun nikah. Namun nikah di bawah

tangan tetap memiliki resikonya. Kami harap anda sudah

mengerti, paham, menimbang untung rugi, dan menerima

resiko dari nikah di bawah tangan sebelum memutuskan untuk

memilih menikah di bawah tangan.

2. Larangan Kawin

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

dengan seorang wanita disebabkan:

a.
b.

C.

e

Karena pertalian nasab.

Karena pertalian kerabat semenda.

Karena pertalian sesusuan.

wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan
dengan pria lain.

seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah
dengan pria lain.

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang
wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau
sesusuan dengan isterinya; saudara kandung, seayah atau
seibu atau keturunannya; wanita dengan bibinya atau
kemenakannya.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4
(empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat

tali perkawinan atau masih dalam iddah.
6



h. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
a.dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga
kali; b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili’an.

i. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

Kedua Jasa Nikah siri Semarang bertempat di jalan rinjani
nomor 10D, jasa nikah di bawah tangan semarang memiliki prosedur
pertama konsultasi hanya lewat wa 081903663728, kedua
memastiokan pihak wanita tidak memilikio suami, ketiga penentuan
tanggal hari dan jam hanya lewat wa sebelumnya, keempat penentuan
akad nikah bisa di tempat mempelai atau penyedia jasa nikah. Adapun
persyaratan nikah yang harus dikirim adalah sebagai berikut:!

1. KTP atau tanda pengenal lain yang dimiliki
Nama ayah kandung masing-masing mempelai

Mahar dalam perkawinan

2

3

4. Hari tangal jam akad nikah

5. Biaya perkawinan Rp 1.800.000

6. Materai 10.000 sebanyak 4 lembar

7. Pas foto berwarna berlatar bebas dengan ukuran 2x3

masing-masing 2 lembar

10 Yuknikahin.com situs resmi perkawinan di bawah tangan syarat dan
larangan perkawinan di akses pada hari rabu 15 november jam 10.50

11 Kanalbisnis.com penyedia jasa penghulu nikah siri Semarang Ustad Udin
diakses pada hari senin tanggal 13 November jam 10.00



Ketiga jasanikahsiriberkah.com jasa ini melayani melalui wa
0882006637917 fasilitas yang diterima dengan menggunakan jasa ini
adalah tempat nikah, wali hakim jika tidak ada wali sah, saksi nikah 2
orang, surat keterangan nikah Agama Islam. Adapun syarat yang
harus di persiapkan jasa perkawinan ini adalah:*2

1. KTP atau tanda pengenal lain yang dimiliki
Nama ayah kandung masing-masing mempelai
Mahar dalam perkawinan
Hari tangal jam akad nikah
Materai 10.000 sebanyak 4 lembar

Pas foto berwarna berlatar bebas dengan ukuran 2x3

o g b~ wD

masing-masing 2 lembar

Adapun contoh perbedaan akta nikah dari KUA dan akta yang
didapat dari Jasa perkawinan di bawah tangan adalah sebagai

berikut:?

2 https://www.jasanikahsiriberkah.com situs resmi penyedia jasa
perkawinan di bawah tangan diakses pada hari senin tanggal 13 November jam
10.00

13 Wawancara dengan Bapak H. Mabrur Rohib, S.Ag, MH ketua KUA
Semarang Utara pada hari kamis 9 November 2023 jam 11.00
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Gambar 1.1 : Akta nikah dari perkawinan di bawah tangan

Sumber: Dokumentasi dari ketua KUA Kecamatan Semarang Utara

Bapak Mabrur Rohib tentang pasangan ingin melakukan
pengesahan nikah tulisan masih menggunakan pena.
Gambar di atas memuat:
a. Akta nikah masih tulisan tangan
b. Nomor akta nikah tidak sesuai yang ada di KUA Kecamatan
Semarang Utara
c. Ketua KUA beda dari orang yang menjabat di KUA
Kecamatan Semarang Utara



Gambar 1.2 :Akta nikah perkawinan di KUA Kecamatan Semarang
Utara

1 Namo /Full Name.

Sumber: Dokumentasi dari ketua KUA Kecamatan Semarang Utara
Bapak Mabrur Rohib tentang pencatatan pasangan sudah
menggunakan media cetak.

Gambar di atas memuat:

a. Akta nikah sudah diketik menggunakan komputer
b. Nomor akta nikah sesuai aturan baru nomor buku nikah

¢c. Ketua KUA Semarangg Utara adalah Bapak Mabrur
Rohib,S.Ag. MH.
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Gambar 1.3 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Utara

Sumber: Dokumen Papan struktur organisasi Kantor Urusan Agama
Kecamatan Utara.

Perkawinan di bawah tangan ini terjadi di Kelurahan Tanjung
Mas Kota Semarang. Menurut pemaparan Bapak Sony Yudha Putra
Pradana selaku lurah ada 90 pasangan melangsungkan perkawinan di
bawah umur. Angka tersebut diketahui saat pendataan tahun 2021
tentang pasangan menikah usia muda. Setelah dibentuk tim
pendamping keluarga (TPK) dari kelurahan terdapat 23 pasang
melakukan perkawinan di bawah tangan. Adapun faktor yang

mempengaruhi perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung
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Mas kurangnya edukasi kesiapan berumah tangga, kurangnya
sosialisasi larangan melakukan perkawinan dini, kurangnya sosialisasi
resiko perkawinan dini, dan lemahnya ekonomi. Hal yang sama juga
diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempun dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Ufi Imran Basuki dalam
peringatan hari Kartini selasa 9 Mei 2023 menyebut bahwa di
Kelurahan Tanjung Mas terdapat 90 pasangan melakukan perkawinan
di bawah tangan karena usia di bawah 19 tahun.*
Kelurahan Tanjung Mas merupakan Kelurahan pertama di
Kota Semarang yang ditunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (PPPA) | Gusti Ayu Bintang Darmawati
dikenal degan Bintang Puspayoga untuk menjalankan program
Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Menurut
Bu Bintang “sumberdaya yang paling berharga bagi negara adalah
sumberdaya manusia” melalui program ini akan menyelesaikan
permasalahan yang dialami perempuan dan anak. Ada beberapa faktor
yang menjadi permasalahan gender bagi perempuan dan anak sebagai
berikut:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur Kkualitas
manusia melalui 3 aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi
tingkat IPM laki-laki 86,15 % dan perempuan 82,64% pada tahun

14 Athok Mahfud, Artikel Indoraya News dipublikasi Rabu 10 Mei 2023
diakses pada Rabu 13 September 2023 jam 07.00
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2022 semakin mendekati 100 semakin tinggi kualitas hidup
manusia.’®

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 sebesar 73,93 %
yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemberdayaan
gender dalam peran aktif dunia politik, pengambil keputusan, dan
ekonomi.

3. Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya
penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.
TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja
dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja laki-laki
sebesar 619.163 jiwa dan perempuan sebesar 456.664 jiwa.'®

4. Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada tahun 2022 mencapai 64,58
persen data dari sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama
(Iku) Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang.’

Dari data yang ada, PEMKOT Semarang bekerjasama dengan
DP3A berusaha mengentaskan masalah dimulai dari kelurahan Tanjung
Mas. Dari tim pendamping keluarga yang dibuat dan relawan SAPA
ditemukan beberapa masalah, salah satunya perkawinan di bawah

15 Badan Pusat Statistik indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-jenis-
kelamin tahun 2022 di akses pada hari kamis 2 November 2023 jam 09.00

16 Retno Dian Eka Wati, Profil Ketenaga Kerjaan Kota Semarang Tahun
2022, (Semarang: BPS, 2022), hal. 41.

17 Surat Kerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2021di akses pada hari kamis 2
November 2023 jam 09.00
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tangan. Perkawinan di bawah tangan merupakan satu masalah gender
yang dihadapi Kelurahan Tanjung Mas. Langkah untuk menyelesaikan
masalah gender hak perempuan dan anak diwujudkan dengan program
KRPPA. Dalam mewujudkan KRPPA dibutuhkan semua pihak ikut
terlibat mulai dari pemerintah, akademisi dan profesional, media, dunia
usaha, dan seluruh masyarakat, baik itu para tokoh, relawan, kader-
kader, organisasi kemasyarakatan, dan tentunya perempuan dan anak itu
sendiri. Dengan melibatkan perempuan dan anak secara utuh dalam
pembangunan KRPPA, harapannya berbagai isu yang melingkupi
perempuan dan anak sebagai imbas dari sistem pembangunan yang
belum berpihak kepada mereka dapat terurai. Sebagai pihak yang
merasakan langsung hambatan-hambatan yang selama ini harus
dihadapi, perempuan dan anak tentunya juga menjadi pihak yang
mengetahui  solusi paling tepat untuk mempersempit jurang

ketimpangan yang ada.®

Mewujudkan kelurahan yang ramah perempuan dan peduli
anak merupakan misi dalam agenda pembangunan nasional yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2020-2024. Hal ini sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the

Elimination of All  Forms of Discrimination Against

18 Wawancara dengan Bapak Vivin selaku sekertaris desa pada hari kamis
26 Oktober 2023 jam 10.30.
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Women (CEDAW) utamanya dalam perkawinan di bawah tangan pada
anak dan pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan di
bawah tangan sama halnya melakukan perkawinan tanpa wali atau
melakukan perkawinan tanpa dihadiri pegawai pencatat nikah.
Perkawinan tanpa dicatat tidak akan mempunyi kekuatan hukum dan
termasuk perbuatan melanggar hukum.'® Sebagaimana pasal 2 PMA
Nomor 19 Tahun 2018 “perkawinan setiap laki-laki dan perempuan

beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan” .2

Dari pasal tersebut jelas bahwa perbuatan masyarakat saat
melakukan perkawinan harus dicatat. Pencatatan penting untuk
ketertiban masyarakat dan menjamin hak setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum. Bagi pelanggar pencatatan perkawinan
dapat diberi hukuman sebagaimana pasal 45 Peraturan-Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “barang siapa melakukan
pelanggaran pencatatan perkawinan sesuai pasal pencatatan maka
dihukum denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-".?* Dari latar belakang
di atas penulis tertarik meneliti penyelesaian perkawinan di bawah
tangan dari program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas dalam
menjamin kesetaraan gender hak perempuan dan peduli anak dengan
judul “PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

1% Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2013), hal. 259.
20 PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 tentang pencatatan perkawinan
21 PP NOMOR 9 TAHUN 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan
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(Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota
Semarang).

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas maka dapat peneliti
kemukakan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana program KRPPA yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mas
Kota Semarang ?
2. Bagaimana penyelesaian perkawinan di bawah tangan dari program

KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian adalah:
1. Untuk menjelaskan program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas
Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian perkawinan di bawah tangan dari

program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:
1. Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan
sumbangsih pemikiran ilmu ahwal al-syahsiyah yang berkaitan
dengan penyelesaian perkawinan di bawah tangan dari program
KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
2. Praktis

a. Bagi masyarakat
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Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tetang
penyelesaian perkawinan di bawah tangan dari program
KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang dan
penerapan hukum dalam Kkenyataan yang terjadi pada
individu, kelompok, lembaga hukum.

b. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi satu kajian
dan sumber rujukan baru tentang penyelesaian perkawinan di
bawah tangan dari program KRPPA di Kelurahan Tanjung

Mas Kota Semarang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan bagian dari satu
karya ilmiah yang tentunya perlu menyertakan beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini untuk
menghindari adanya duplikasi yaitu:

Pertama, tesis Nur Khamidyah berjudul Pengesahan Perkawinan
Pada Perkawinan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut
Magasid Asy-Syari’ah. Dalam tesis dijelaskan pencatatan perkawinan
memberikan gambaran kepada masyarakat tentang peran pengesahan
perkawinan sebagai pelindung hak-hak perempuan dan tujuan

penetapan pengesahan perkawinan untuk mewujudkan kemaslahatan
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dan meghindari kemadharatan sehingga pengesahan perkawinan
kebutuhan yang sangan penting (dharuriat).??

Kedua, tesis saudara Reniyadus Sholehah berjudul Pencatatan
Perkawinan di Indonesia Perspektif Magqasid syari’ah Jamaluddin
Atthiyah , dalam tesis dijelaskan pencatatan perkawinan di Indonesia
bersifat administrati untuk menjamin kepastian hukum yang sejalan
magqashid syari’ah Jamaluddin Atthiyah tujuan pencatatan mengatur
hubungan laki-laki dan perempuan, melindungi keturunan, melindungi
agama anggota keluarga, mengatur aspek keuangan keluarga.?

Ketiga, tesis saudara Masyanto berjudul Respon Masyarakat
Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran
Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kelurahan Plampaan Kecamatan
Camplong Kabupaten Sampang)), dalam tesis dijelaskan proses
pencatatan perkawinan dipercayakan masyarakat kepada Kepala
Kelurahan. Masyarakat mengurus pencatatan ketika membutuhkan buku
perkawinan untuk sekolah anak atau bepergian.?*

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Oky Deviany

Burhamzah (2016) berjudul Perkawinan di bawah tangan Dalam

22 Nur Khamidyah, Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi

Hukum Islam Menurut Magasid Asy-Syari’ah, tesis mahasiswa pasca sarjana UIN
Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019.

2 Nur Reniyadus Sholehah, Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Perspektif Maqasid syari’ah Jamaluddin Atthiyah, tesis mahasiswa pasca sarjana
UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember tahun 2023.

2 Ahmad Masyanto, Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan

Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi
di Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang), tesis mahasiswa
pasca sarjana UIN Malik Ibrahim Malang tahun 2019.
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Perspektif Hukum  Perkawinan Nasional.®® Hasil penelitian
menunjukkan pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sahnya
perkawinan dalam kaitannya Perkawinan di bawah tangan selalu
menjadi pro kontra dalam legalitas perkawinannya saja.

Kelima, Penelitian Addin Daniar Syamdan dan Djumadi
Purwoatmodjo (2019) yang berjudul Aspek Hukum Perkawinan di
bawah tangan dan Akibat Hukumnya.?® Hasil penelitian menunjukkan
Perkawinan di bawah tangan tidak sah dimata hukum akibat hukum dari
Perkawinan di bawah tangan istri tidak berhak atas nafkah jika cerai
atau meninggal istri tidak berhak atas harta gono gini dan harta waris.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan
penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu pencatatan perkawinan di
bawah tangan, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan berbeda
dengan penelitian di atas, pertama tesis Nur Khamidyah menjelaskan
tentang peran Pengesahan Perkawinan sebagai pelindung hak-hak
perempuan fakus penelitian yang peneliti kaji tentang Penyelesaian
Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Program KRPPA di
Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang), kedua tesis Reniyadus
Sholehah  menjelaskan tentang Pencatatan Perkawinan menurut
Jamaluddin Atthiyah bertujuan mengatur hubungan laki-laki dan
perempuan, melindungi keturunan, melindungi agama, mengatur

keuangan keluarga sedangkan fakus peneliti Penyelesaian Perkawinan

% Oki Deviany Burhamzah, “Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum
Perkawinan Nasional”, UBELAJ, Vol. 1 No. 1, Oktober 2016.
% Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum
Pekawinan Siri dan Akibat Hukumnya”, NOTARIUS Vol. 12 No 1 20109.
19



di Bawah Tangan (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung
Mas Kota Semarang), ketiga tesis Masyanto menjelaskan tentang
Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA
Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di
Kelurahan Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)
sedangkan fakus peneliti Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan
(Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota
Semarang), keempat penelitian Oky Deviany Burhamzah menjelaskan
tentang Pencatatan perkawinan sebagai administrasi bukan menentukan
keabsahan perkawinan sedangkan fokus peneliti Penyelesaian
Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Program KRPPA di
Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang), kelima Penelitian Addin
Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo menjelaskan tentang
aspek hukum Perkawinan di bawah tangan tidak sah dan akibat
hukumnya istri tidak berhak atas nafkah sedangkan fokus peneliti
Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Program

KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang).

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research) berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau
memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan
sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak

merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga dalam
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penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian
yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun
simbol.?” Penelitian yang dimaksud menggambarkan Penyelesaian
Perkawinan di Bawah Tangan berserta dampak hukum yang terjadi
bagi keturunannya.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosio
legal yaitu Kajian ini secara sadar dibangun melalui pendekatan
interdisipliner terhadap permasalahan hukum (yang sosiologi
hukum punya andil terlibat di dalamnya), untuk kemudian hasilnya
digunakan guna mengkritisi formalisme hukum. Kajian sosio-legal
memiliki tujuan pragmatis. .28 Tujuan pendekatan ini peneliti
gunakan untuk mendeskripsikan Penyelesaian Perkawinan di
Bawah Tangan berserta dampak hukum yang terjadi bagi
keturunannya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan
data primer dan sekunder yang faktual dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang
ada dalam penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

27 Hadari Nawawi, dan Nini Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2016), hal. 174.
28 Muhammad Farid, Fenomenologi Dalam Penelitian IImu Sosial, ed. by
Endang Wahyuni, 1st edn (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal.25.
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Sumber data primer adalah sumber data yang dapat
memberikan data penelitian secara langsung.?® Sumber data primer
dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data dari pihak
laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan di bawah
tangan, Bapak Sony Yudha Putra Pradana selaku lurah, Bapak
vivin sebagai sekertaris Kelurahan Tanjung Mas, Ibu Sri Wahyuni
dan Bapak Iwan selaku relawan penertiban perkawinan di bawah
tangan Kelurahan Tanjung Mas, Bapak Yasin sebagai Modin,
Bapak Mabrur Rohib selaku kepala KUA Kecamatan Semarang
Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data
yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain
atau dokumen.®® Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa
sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, literatur, buku-
buku, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian.
Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai pijakan dalam
memahami Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan berserta
dampak hukum yang terjadi bagi keturunannya.

4. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada

beberapa metode yang digunakan antara lain:

23 P, Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2014), hal. 43.
30 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 194.
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a. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara atau
kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari
terwawancara (interviewed).3* Dalam penelitian ini dilakukan
wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan
secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab
akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang
dari panduan wawancara yang telah disusun. ** metode ini
digunakan untuk mendapatkan data tentang Penyelesaian
Perkawinan di Bawah Tangan berserta dampak hukum yang
terjadi bagi keturunannya.

Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan
pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan di
bawah tangan, Bapak Sony Yudha Putra Pradana selaku lurah,
Bapak vivin sebagai sekertaris Kelurahan Tanjung Mas, Ibu Sri
Wahyuni dan Bapak Iwan selaku relawan penertiban
perkawinan di bawah tangan Kelurahan Tanjung Mas, Bapak
Yasin sebagai Modin, Bapak Mabrur Rohib selaku Kepala
KUA Kecamatan Semarang Utara. Cara memilih responden
dengan cara acak yang didasarkan pada responden yang

bersedia di wawancarai.

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hal. 132.
32 Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang
Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hal. 23.
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b. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya
barang-barang  tertulis. Dalam  melaksanakan  metode
dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti
buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-
peraturan, notulen rapat dan sebagainya.** Dokumentasi ini
peneliti gunakan untuk mendapatkan data Penyelesaian
Perkawinan di Bawah Tangan berserta dampak hukum yang
terjadi bagi keturunannya.
5. Metode Analisis Data
Analisis data adalah  mengatur  urutan  data,
mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan
uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.®
Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai
berikut:
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata
dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.*® Pengumpulan

data ini yang terkait masalah Penyelesaian Perkawinan di Bawah

% Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang
Sosial,hal. 135.
34 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: P.T.
Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 103.
3 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh
Proposal dan Laporan Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 92.
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Tangan berserta dampak hukum yang terjadi bagi keturunannya,
baik itu melalui wawancara dan dokumentasi
b. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari
tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di
lapangan terkumpul, proses reduction terus dilakukan dengan
cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data
yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.%

Data yang peneliti pilih-pilin adalah data dari hasil
pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode
dokumenter. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga
dipilih-pilih  mana data yang berkaitan dengan masalah
penelitian seperti hasil wawancara mengenai Penyelesaian
Perkawinan di Bawah Tangan berserta dampak hukum yang
terjadi bagi keturunannya. Semua data wawancara itu dipilih-
pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian
data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard,

pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka

3 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, hal. 92.
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data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan semakin mudah dipahami.®’

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan
data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan
masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian
data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan
seperti praktik pelaksanaan penertiban perkawinan, praktek
pencatatan dalam perkawinan masyarakat Kelurahan Tanjung
Mas.

d. Penyimpulan Data

Setelah data disajikan dilakukan upaya untuk
mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan
pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti  kembali kelapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai
proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data
kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan,
setelah  disajikan ada proses menyimpulkan, setelah
menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru

berupa deskripsi, yang sebelumnya masih samar tapi setelah

37 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, hal. 95.
38 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, hal. 99.
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diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas.*® Sehingga
didapatkan analisis yang mendalam mengenai Penyelesaian
Perkawinan di Bawah Tangan berserta dampak hukum yang

terjadi bagi keturunannya.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam tesis ini berjudul Penyelesaian Perkawinan di

Bawah Tangan (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung

Mas Kota Semarang). Dari judul tesis di atas, penulis mencoba

menjelaskan isi pembahasannya. Saat membahas tesis ini akan lebih

jelas dengan melihat gambaran sistem penulisannya, sistem penulisan

tesis ini terbagi menjadi lima bab, dengan pembahasan di bawah ini:

BAB |

BAB II

: Pendahuluan berisi ringkasan yang berfungsi sebagai

pengantar untuk memahami pembahasan bab selanjutnya.
Bab ini merupakan penyaringan pola pengajuan tesis,
yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian, kerangka teori, sistem penulisan.

: Landasan teori yang peneliti gunakan menjelaskan

tentang pertama pencatatan perkawinan meliputi:
pengertian  pencatatan perkawinan, dasar hukum
pencatatan  perkawinan,  Persyaratan  administrasi

kehendak nikah dan prosedur nikah di Kantor Urusan

39 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, hal. 99.
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BAB IlI

BAB IV

BAB V

Agama, tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan,
pencatatan perkawinan menurut Peraturan Mentri Agama
Nomor 20 Tahun 2019, kedua perkawinan di bawah
tangan meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum
perkawinan, asas dalam perkawinan, rukun dan syarat
dalam perkawinan, akibat hukum dalam perkawinan,
pengertian perkawinan di bawah tangan, ciri-ciri
perkawinan di bawah tangan, perkawinan di bawah
tangan menurut hukum Islam, alasan perkawinan di
bawah tangan, ketiga pengesahan nikah meliputi:
penyelesaian pengesahan perkawinan, sumber

pengesahan perkawinan.

: Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak

(KRPPA) Serta Perkawinan di Bawah Tangan di

Kelurahan Tanjung Mas.

: Penyelesaian perkawinan di bawah tangan program

KRPPA di Tanjung Mas Kota Semarang.

: Merupakan penutup dari tesis yang berisi kesimpulan dari

hasil penelitian dan saran.
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BAB 11
PENCATATAN PERKAWINAN, PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN, PENGESAHAN NIKAH

A. Pencatatan Perkawinan
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang
dilakukan pegawai pencatat nikah mengenai peristiwa sakral akad
nikah sebagai bukti otentik baik secara agama maupun negara.l
Pencatatan perkawinan penting dilakukan agar mendapat buku
nikah bagi mempelai dan bukti bagi keturunannya yang sah yang
berhak atas hak waris. Pencatatan perkawinan di Indonesia di atur
dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 berbunyi “perkawinan sah
jika dilakukan menurut agama Islam dan dicatat sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Dengan
pertimbangan maslahah mursalah dalam hukum Islam, pencatatan
perkawinan adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan.
Pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan dari

pada keburukan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan

! Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum Perspektif Hukum
Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: PT. Balibat Dedikasi
Prima, 2016), hal. 61.
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pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan bagi mereka yang

beragama Islam.?

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang
dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi.
Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan
suami istri karena buku nikah digunakan sebagai bukti otentik
tentang keabsahan perkawinan baik secara agama maupun hukum
negara Negara Indonesia. Negara Indonesia termasuk negara hukum
sebagaimana tertuang dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai
warga negara yang baik harus taat dan patuh terhadap hukum yang
berlaku di Indonesia termasuk dalam hal pencatatan perkawinan.
Hal tersebut mengingat pencatatan perkawinan merupakan suatu
proses administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban

dan kesejahteraan bagi semua warga negara.®

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut tertuang pada

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

2 Sumiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Liberty,
2007), hal. 5
3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2006), hal. 25.
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dijelaskan bahwa “pencatatan perkawinan dari mereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. Disisi yang lain, bagi yang
melangsungkan  perkawinannya  menurut agamanya  dan
kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai
Pencatat pada Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 5 ayat (1) Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
juga dipertegas bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam perkawinan harus dicatat”. Pencatatan
perkawinan bagi mereka yang melangsungkannya menurut agama
Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
20194

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan
Dalam Islam pencatatan perkawinan belum diatur secara pasti.
Hal ini berkaitan dengan larangan melakukan pencatatan selain Al-
Qru’an. Hukum Islam hanya menjelaskan perkawinan yang sesuai
dengan syarat dan rukunnya dan yang harus diumumkan
sebagaimana hadist tentang;
B30 A1 s Al 4 s 20 O

4 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013), hal. 158.
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Rasulullah shalallahu’alaihi wasalam bersabda adakanlah
walimah meskipun dengan seekor kambing.
Perkembangan dan kemajuan zaman menuntut pencatatan

perkawinan dengan mempertimbangkan maslahat. Selain itu untuk
ketertiban masyarakat dalam perkawinan Islam maka harus patuh
pada aturan pemimpin sebagaimana kaidah fikih wahbah zuhaili:
Llaall bgia de 1 o alaY) G
Kebijakan atau aturan pemimpin yang dikenakan atas
rakyatnya harus di orientasikan kepada mereka.®
Selain kaidah fikih dari Wahbah Zuhaili terdapat beberapa
teori hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai
berikut:

a. Teori Perubahan Hukum

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah
fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang
lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat
mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula
perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada
perubahan hukum dalam suatu negara. Atas dasar itu, aturan
pencatatan perkawinan dan nikah di bawah tangan akan saling

tarik menarik.Teori perubahan hukum dikemukakan oleh Ibnu

5 Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Al-Naisaburi, Shahih Muslim, juz 9
(Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hal. 193.
& Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fighu Al-Islami wa Adillatuhu, juz 8 (Beirut:
Dar Al-Fikr, 2004), hal. 128.
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Qayyim al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya
I’lamul-Muwagqqin, sebagai berikut :’
2153005 3 5 JV3AY) 5 ASAY 5 A 5V ety edSIEd 5 o 58 s

Artinya : Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan
berubahnya waktu, tempat, kondisi, niat dan adat.
Menurut teori lbnu Qayyim penetapan hukum

berkaitan dengan situsi zaman, situasi tempat, kondisi, niat dan
tradisi kelima hal tersebut menjadi sebab perubahan hukum
yang baru. Hukum dan maslahah menjadi dasar syari’at untuk
menjalankan kepentingan umat di dunia dan akhirat yang
menjamin keadilan, rahmat, hikmah, dan kemaslahatan bagi
semuanya. Perubahan hukum terhadap perkembangan sosial
hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan dan mengacu
pada syari’at yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan

hukum, kemaslahatan dan kebajikan.®

b. Teori Magashid al-syari'ah Jasser Auda
Adapun inti dari teori magashid al-syari‘ah adalah
untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan
keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.
Istilah yang sepadan dengan inti dari magashid al-syari'ah
tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam

Islam harus bermuara kepada maslahat. Menurut Jasser Auda

" Ibnu Qoyyim al-Jauziyat, I’lam al-Muwaqgin, Juz 3, (Beirut: Darl al-
Jabal, 1973), h. 28.
8 Ibnu Qoyyim al-Jauziyat, I’lam al-Muwaqgin, hal. 22
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syariah Islam mempunyai peran positif dalam mewujudkan
kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-
tantangan zaman. Jasser menjelaskan bahwa dimensi teori
magasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam
klasik harus diperluas dari kemaslahatan individu menjadi
wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala
tingkatannya.®

Kemudian  Jasser  Auda  meneliti tentang
pendayagunaan dan pengembangan Kkajian al-magasid yang
terlinat berbeda dari kajian al-magasid sebelumnya. Teori
Magashid al-syari‘ah Jasser Auda menunjukkan bahwa hifz
nasl  (perlindungan  keturunan) berkembang menjadi
kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya
sistem sosial Islami madani. Adapun hifz ‘aql (perlindungan
akal) berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah
yaitu perjalanan menuntut ilmu.'® Dalam gagasan hifz al- ‘irdi
(perlindungan kehormatan) berkembang menjadi perlindungan
harga diri manusia dan menjaga hak asasi manusia. Jasser
Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis magasid
terhadap isu hak asasi manusia dapat memberikan pandangan
bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru

pada hak asasi manusia. Di sisi lain konsep hifz al-din

9 Retna Gumanti, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, Pendekatan
Sistem Dalam Hukum Islam, (Jurnal Al-Himayah, Vol.2 No. 1 Maret 2018) h. 114
10 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah,
terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun “im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 320.
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(perlindungan agama) berkembang menjadi kebebasan
kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. Hifz al-mal
(perlindungan harta) berkembang menjadi perlindungan

ekonomi dan menekan jurang antar kelas.™

c. Teori Law as a tool of sosial engineering

Regulasi sebagai alat perancangan sosial sebagaimana
hipotesis ahli hukum Amerika Roscou Pound. Dalam hal ini
hukum berfungsi sebagai alat pembaharuan atau merekayasa
perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.’> Kemudian
teori law as a tool of social engineering dapat pula diartikan
sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga
masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
oleh hukum.®® Roscoe Pound memiliki pendapat bahwa hukum
adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat
melalui penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang
harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:
1) Kepentingan Umum (Public Interest)

a) Kepentingan negara sebagai Badan Hukum.

b) Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan

masyarakat.

11 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, hal.
322.
2 Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum,
(Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), h. 248.
13 Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar
Maju, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74.
35



2) Kepentingan Masyarakat (Social Interest)
a) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban.
b) Perlindungan lembaga-lembaga sosial.
c) Pencegahan kemerosotan akhlak.
d) Pencegahan pelanggaran hak.
e) Kesejahteraan sosial.
3) Kepentingan Pribadi (Private Interest)
a) Kepentingan individu.
b) Kepentingan keluarga.

c) Kepentingan hak milik.

Inti teori Roscoe Pound bergerak dalam 3 (tiga) lingkup
atau dimensi utama pertama Bahwa hukum benar-benar
berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola
masyarakat. Kedua Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan
atau kepentingan-kepentingan masyarakat. Ketiga adanya
pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban
manusia. Nazaruddin Lathif menyatakan bahwa teori law as a
tool of social engineering merupakan pandangan modern
tentang hukum. Dimana hukum itu tidak hanya mengukuhkan
pola-pola kebiasaan dan tingkah laku terdapat dalam
masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada

tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang

14 satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h.
206.
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dipandang tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola

kelakuan baru.®

3. Persyaratan administrasi kehendak nikah dan prosedur nikah di
Kantor Urusan Agama.

a. Persyaratan

1) Foto copy KTP, KK, akta kelahiran & ijazah terakhir

2) Formulir Surat Pengantar nikah dari Kepala Kelurahan
atau Lurah (Model N1)

3) Formulir Permohonan Kehendak nikah (model N2)

4) Surat persetujuan mempelai (Model N4)

5) Surat izin orang tua (Model N5)

6) Fc. KTP wali & 2 saksi

7) Fc. Kutipan Akta Nikah orang tua calon pengantin wanita

8) Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi catin wanita

9) Surat pernyataan jejaka atau gadis dan duda atau janda
bermaterai Rp. 10.000,-atau Surat keterangan belum kawin
dari Kelurahan

10) Photo background biru uk. 4x6=1 lbr, 3x4=5 Ibr dan
2x3=5 Ibr dengan menggunakan busana muslim
(berkopiah atau berjilbab) dalam bentuk lembar

11) Jenis dan besaran Mas Kawin

15 Prayugo Widodo, Implementation of Community Policing using
Problem Solving Approach by Bhabinkamtibmas, AMSIR Law Jurnal Vol 4
Nomor 105 Tahun 2022, hal. 35.
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12) Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri
yang berusia kurang dari 19 tahun.

13) Akta cerai atau akta kematian yang berstatus duda atau
janda

14) Jika perkawinan di kecamatan lain harus ada rekomendasi
dari KUA kecamatan asal

15) Biaya nikah di KUA Rp. 0,- dan Rp.600.000,- di luar KUA
dan disetorkan langsung ke bank

16) Materai 10.000 (3 lembar)

17) No. Hp dan Email Calon Suami & Istri serta No. HP Wali

Syarat Khusus atau Tambahan

1) Fotocopy Sertifikat Masuk Islam (Bagi Mualaf)

2) Fotocopy passport, visa dan surat keterangan lapor diri
dari kepolisiaan (bagi WNA)

3) Surat ijin dari kedutaan yang diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia oleh penerjemah resmi (bagi WNA)

4) Surat ijin nikah dari kesatuan bagi TNI atau Polri

5) Surat ijin dari Pengadilan Agama untuk perkawinan

poligami

Prosedur

1) Lengkapi Seluruh persyaratan Nikah
2) Daftar nikah online via web SIMKAH (lokasi perkawinan

harus sesuai dengan KUA kec. tempat pendaftaran nikah)
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3) Cetak Bukti pendaftaran Nikah

4) penyerahan dokumen persyaratan nikah ke KUA dan
Konfirmasi ke KUA

5) pendaftaran diterima (pelaksanaan perkawinan paling
cepat bisa dilaksanakan 10 hari kerja setelah pendaftaran
di terima oleh petugas KUA)

6) petugas memberikan jadwal pemeriksaan nikah dan kursus
calon pengantin

7) calon pengantin dan wali hadir saat pemeriksaan

8) pelaksanaan akad nikah

9) pengantin menerima buku nikah dan kartu nikah digital

d. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan
pemeriksaan dokumen nikah. Pemeriksaan tersebut dilakukan
di wilayah kecamatan atau kantor perwakilan Indonesia di
luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
Pemeriksaan terhadap dokumen nikah dilakukan dengan
menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk
memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen lengkap,
maka dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang
ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala
KUA Kecamatan atau Penghulu . Di sisi yang lain, apabila

dokumen belum memenuhi Kketentuan, Kepala KUA
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Kecamatan atau Penghulu memberitahukan secara tertulis
kepada calon suami, calon istri atau wali untuk melengkapi
dokumen persyaratan dan paling lambat 1 (satu) hari kerja

sebelum peristiwa nikah.

Apabila pemeriksaan dokumen nikah tidak terpenuhi
atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
perkawinan, maka kehendak nikah ditolak. Selanjutnya,
Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan
penolakan secara tertulis kepada calon suami, calon istri atau

wali disertai alasan penolakan.

e. Pengumuman Kehendak Nikah
Setelah terpenuhinya ketentuan dalam hal pendaftaran
dan pemeriksaan kehendak nikah, maka Kepala KUA
Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak nikah
tersebut. Pengumuman dilakukan pada tempat tertentu di
KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Indonesia di luar
negeri atau media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh

masyarakat.

f. Pelaksanaan Pencatatan Nikah
Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah
dilaksanakan. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi apa

yang menjadi persyaratan pada pendaftaran, pemeriksaan
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dinyatakan lengkap, dan telah dilakukan pengumuman
kehendak nikah. Serta memenuhi rukun nikah yang meliputi
calon suami, calon istri, wali, 2 (dua) orang saksi, dan ijab
gabul. Akad nikah dicatat dalam akta nikah oleh kepala KUA
Kecamatan atau Penghulu . Ditandatangani oleh suami, istri,
wali, saksi, Penghulu, dan Kecamatan atau Penghulu .

Akad nikah dilaksanakan di hadapan Kepala KUA
Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad
nikah dilaksanakan. Untuk akad nikah yang dilaksanakan di
luar tempat tinggal calon suami dan calon istri, maka harus
mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA
Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing. Tempat
akad nikah dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari
dan jam kerja. Atas permintaan calon pengantin dan dengan
persetujuan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu , akad
nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan di luar hari
dan jam kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama,
dijelaskan bahwa nikah atau rujuk yang dilaksanakan di KUA
Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan. Namun, apabila
nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan

dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi, per peristiwa
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nikah atau rujuk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah).®

Saat ini, administrasi pencatatan peristiwa nikah
menggunakan  aplikasi SIMKAH  (Sistem  Informasi
Manajemen Nikah), yang merupakan aplikasi pengelolaan
administrasi nikah yang berbasis web. Dalam hal KUA
wilayah tertentu belum terhubung dengan jaringan internet,

administrasi pencatatan nikah tetap dilakukan secara manual.

g. Penyerahan Buku Nikah

Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu
nikah. Buku nikah diberikan masing-masing kepada suami
dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan,
serta ditandatangani oleh Kecamatan atau Penghulu . Dalam
hal terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah,
penyerahan buku nikah dapat dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah akad nikah. Sementara itu untuk
kartu nikah diberikan sebanyak 1 (satu) kartu sebagai bukti
dan dokumen tambahan diutamakan kepada pasangan nikah
pada tahun berjalan. Apabila terjadi kesalahan dalam

penulisan digital atau manual pada buku nikah sebagaimana

16 Henni Rahmawani Sihotang, Analisis Pelayanan Pernikahan di Balai
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas Kabupaten
Labuhanbatu Utara, tesis mahasiswa Universitas Medan Area Medan Tahun 2019,
hal. 35.
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yang terdapat pada Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor
20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka dapat
dilakukan penggantian buku nikah.

Dalam hal ketersediaan buku nikah terbatas pembetulan
kesalahan dalam penulisan tersebut dapat dilakukan dengan
cara:

1) Mencoret 2 (dua) garis pada tulisan yang salah menulis

2) Perbaikannya dengan huruf kapital

3) Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan kata
yang dicoret

4) Cap dinas di atas kata yang salah

5) Untuk perubahan nama didasarkan pada akta kelahiran
yang baru

6) Pencatatan perubahan data lainnya didasarkan pada surat

keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Terhadap buku nikah yang rusak atau hilang dapat
diterbitkan duplikat buku nikah. Penerbitan tersebut dilakukan
melalui permohonan secara tertulis hanya berdasarkan alasan
rusak atau hilang. Apabila rusak harus disertai dengan buku
nikah yang rusak, sedangkan apabila hilang harus disertai
dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Untuk
duplikat buku nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk
lembaran dapat diganti dengan duplikat buku nikah baru

melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang

43



menerbitkan. Legalisasi buku nikah dilakukan pada KUA
Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah. Dalam hal KUA
Kecamatan sudah menggunakan aplikasi SIMKAH
berbasis web, legalisasi dapat dilakukan pada KUA
Kecamatan lain. Namun, bagi yang belum menggunakan,
dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui
verifikasi terlebih dahulu. Legalisasi untuk keperluan ke luar
negeri dilakukan oleh pejabat pada direktorat yang

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.

4. Tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan

Beberapa tujuan dari pencatatan perkawinan, yaitu untuk
tertib administrasi perkawinan, jaminan memperoleh hak-hak
tertentu, memberikan perlindungan terhadap status perkawinan,
memberikan kepastian terhadap status hukum suami-istri maupun
anak, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang
diakibatkan oleh adanya perkawinan. Hal ini juga sebagai suatu
upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi
martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi kaum
perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga guna
melindungi hak-haknya. Melalui pencatatan perkawinan yang
dibuktikan oleh buku nikah, apabila terjadi perselisihan di antara

suami istri, maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya
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hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-

masing.'’

Pencatatan perkawinan beserta aktanya memiliki 2 (dua)
manfaat yang bersifat preventif dan represif. Manfaat bersifat
preventif, artinya, untuk menanggulangi agar tidak terjadi
kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik
menurut agama dan Kkepercayaan itu maupun menurut peraturan
perundang-udangan, sehingga mendapat perlindungan hukum,
memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan
perkawinan, legalitas formal perkawinan di hadapan hukum, dan

terjamin keamanan.'®

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat respresif, artinya,
bagi suami istri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat
dibuktikan dengan akta atau buku nikah, maka peraturan
perundang-undangan membuka kesempatan kepada mereka untuk
mengajukan permohonan pengesahan nikah (penetapan nikah)
kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu
masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya

mementingkan aspek hukum fikih saja, tetapi juga aspek hukum

17 Khoirotin Nisa’, Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Di

Indonesia Perspektif Mubadalah, disertasi Mahasiswa UIN Walisongo Tahun
2021, hal. 151.

18 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak

Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hal. 5.
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keperdataan (yang berlaku di negara Indonesia) juga perlu
diperhatikan secara seimbang.

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa
pencatatan perkawinan dapat memberikan kepastian dan
perlindungan bagi para pihak yang telah melangsungkan
perkawinan. sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang
telah terjadinya perkawinan serta para pihak dapat mempertahankan
perkawinan tersebut kepada siapapun dan dihadapan hukum. Di
samping itu pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah
untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan

keadilan.

5. Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Mentri Agama Nomor 20
Tahun 2019
Pencatatan perkawinan menurut PERMA Nomor 20 Tahun
2019 adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa nikah. Pegawai
pencatat nikah adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk Menteri
Agama untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam. Akta
nikah adalah akta otentik sebagai bukti pencatatan nikah. Dalam
memudahkan pembuktian sekarang dibuat kartu nikah sebagai bukti
yang mudah dibawa berbentuk kartu. Dalam memudahkan pegawai
pencatat nikah dalam pengelolaan administrasi nikah dibentuk
sistem informasi menejemen nikah (SIMKAH) elektronik.
Pencatatan perkawinan yang di lakukan meliputi:

a. Pendaftaran kehendak nikah
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b.Pemeriksaan kehendak nikah
¢.Pengumuman kehendak nikah
d.Pelaksanaan pencatatan nikah

e.Penyerahan buku nikah

B. Perkawinan di Bawah Tangan
1. Pengertian Perkawinan

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa
kata nakaha artinya: setubuh, zawgj artinya: Perkawinan, kawin.®
Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad)
perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan
ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan
pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk
keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.?

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga yang kekal dan bahagia menurut Tuhan Yang Maha Esa.
Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan
atau akad yang sangat kuat (mitsagan ghalidhan) untuk menaati
perintah  Allah yang melaksakannya merupakan ibadah.

Perkawinan sendiri bertujuan untuk membentuk keluarga yang

19 Atabik Ali dkk, Kamus Kontenporer Arab Indonesia (Cet. IX;
Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943.
20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 962 & 639.
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sakinah mawaddah warrahmah (tentram cinta dan kasih sayang).?
Perkawinan menurut K Wantjik Saleh adalah ikatan lahir berperan
dalam bentuk formil sedangkan ikatan batin sebagai bentuk non
formil yang tidak dapat dilihat. Kedua ikatan lahir batin harus
saling bersinergi satu sama lain agar terjamin keluarga harmonis.?

Pegertian perkawinan menurut istilah fugaha, terdapat
beberapa definisi, diantaranya: pertama ulama Hanafiah
mendefinisikan bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang
memberikan hak kepemilikan dan kehalalan untuk melakukan
hubungan badan suami istri.*® Kedua Ulama golongan Syafi’iyah
mendefinisikan bahwa perkawinan secara bahasa berarti
menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut syara’
adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan
hubungan seksual dengan lafads nikah (zawaj) atau yang semakna
dengan keduanya.?*

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya
melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam
hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula

dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu

2L Musda Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta : LKAJ &

SP, 1999), hal. 129

22 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).

Hal. 14-15

2 Wahbah Zuhaely, al- Figh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII (Cet. llI;

Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 29.

24 Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muhtaj, Juz Il

(Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M), h.123.
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mempuyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah
yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam
kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya percaraian, kurang
adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan
penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan
hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumya.
Ketiga Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih
luas yaitu Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan
mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan
wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak
bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.?®
Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung
aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling
mendapat hak dan kewajiban serta betujuan mengadakan hubungan
pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan
termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung
adanya tujuan maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.?®
sebuah peristiwa hukum dalam perkawinan memiliki implikasi
hukum, yaitu:
a. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk
hidup bersama membentuk keluarga sebagai pasangan suami

istri yang halal untuk menyalurkan hubugan yang bersifat

% Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah(Beirut: Dar al-
Fikri al-Arabi, 1957), h. 19
% Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat (Cet. Il; Jakarta: Kencana,
2008), h. 10.
49



biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya
keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan
mendapatkan anak-keturunan. Masing-masing suami dan istri
juga akan saling mewarisi dan sebagainya.

b. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk
hidup bersama saling tolong menolong betapapun hebatnya
seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun
lemahnya seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Suami dan
istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan
istri harus berusaha untuk saling melengkapi dan tolong
menolong. Konsep tolong menolong inilah yang harus
dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah
diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan
demikian juga dengan istri, namun pembagian tugas itu tidak
menutup kemungkinan masing-masing suami atau isteri
membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya
tujuan bersama.

c. Dengan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban sebagai
suami istri maksimalisasi masing-masing pihak, suami dan
istri, untuk menjelankan kewajibannya sangat dibutuhkan
sekali.?’

Jika ketiga implikasi hukum di atas berjalan secara

normal, maka keinginan bersama untuk mewujudkan misi utama

27 Ahmad Azharuddin Latif dkk, Pengantar Figih (Jakarta: Pusat Studi
Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), h. 174-175.
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nikah yang sering dipahami dengan membentuk keluarga sakinah

mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta dan

kasih sayang) akan segera tercapai sebagaimana misi utama nikah

ini dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Rum 30:21.

QI3 ) ek 53058 K5 Jan s (@l 3NS5 51 288 (a2 GBI G il e
5K o 38 Y

Artinya dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia
menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu
cenderung merasa tentram kepadanya, daan dia menjadikan
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum
yang berpikir.

Perkawinan dalam Islam, bukan semata-mata sebaga
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-
Qur’an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan
yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. menamakan ikatan
perjanjian antara suami dan istri dengan mitsagan ghalidhan
perjanjian yang kokoh). Hal ini disebutkan Allah Swt dalam QS
Al-Nisa 4:21

Usile & Uie 2800 G315 (i ) alany ol 3345 30 o6 a5

Artinnya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai
suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari

kamu Perjanjian yang kuat.”.?

28 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Adhi
Aksara Abadi, 2011), h.105
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Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah
merupakan suatu ibadah. Perempuan yang sudah menjadi istri
adalah amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan
baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.
Hal ini sesuai dengan :?°
Istri-istrimu  adalah ladang bagimu, maka datangilah
ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu
sukai..(QS. Al-Bagarah: 223).

2. Dasar Hukum Perkawinan
Islam  menganjurkan umatnya untuk  melaksanakan
perkawinan dengan berbgai bentuk anjuran. Berikut ini beberapa
bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah:

a. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul,

sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra’dataul3: 38.
83555 1503 5i0kgllas 5 Gl 4 Sy Uk, 1 34
Terjemahnya: Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus

beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada
mereka isteri-isteri dan keturunan.

b. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. QS.
Al-Ruumatau30: 21

2 Shahih Ibnu Huzaemah, bab Shifatul Khutbah Yaumu al-Arafah, Juz. IV,
h. 251 {CD. Room, Maktabah Syamilah}
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Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah
dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram Kkepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berpikir.

Perkawinan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak
laku Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang diriwayatkan
oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik Ra., ia menuturkan:

e d o o 2155 a3 ) Tk 5 396 215 108 (A G o (5
15065 W 51 65 231 15580 Wb g adle il e silie e g alas
B DR g 4 (e 4 L A3 85 fl e 1 e e 033
SAY) 05 8l Y5 sl SA Azl Gl Al Qs il eals b 2R
Gl 0 )l adle 0 (50 elad 55 36 sl Tl 5
s lial 5 Hkdl 5 asial oI AT AKET 5 b KLY ) 45 Gl 81K 1K
Ada tiga orang yang datang ke rumabh istri-istri Nabi Saw. untuk
bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak
berarti. Mereka mengatakan: “Apa artinya kita dibandingkan
Nabi Saw., padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya
yang telah lalu dan terkemudian?” Salah seorang dari mereka
berkata: “Aku akan shalat malam selamanya.” Orang kedua
mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak
akan pernah berbuka.” Orang ketiga mengatakan: “Aku akan

menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.”
Kemudian Rasulullah Saw.datang lalu bertanya: “Apakah
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kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah,
sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa
daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan
tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci
Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR.
Bukhari).

Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim
(ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.
AU laal a4 g ain Jlai e 4ile] M8 ASI0a 30 0 485 (e

Artinya: Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah
maka Allah swt.Telah menolongnya dalam menyempurnakan
separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertagwa kepada Allah
untuk menyempurnakan separuh yang lain. (HR. Baihaqi).

Aktivitas seksual dengan suami isteri, dinilai sedagah. Hal ini

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu

Dzarr RA.

DA 1 A (345 A Baal 0 05t 1 1516 B sl it 5
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Artinya: ...dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan
isterinya) adalah shadaqah.” Mereka bertanya: ‘“Wahai
Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan
syahwatnya akan mendapatkan pahala?”’ Beliau bersabda:
“Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan
syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan
dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal
yang halal, maka dia mendapatkan pahala.” (HR. Muslim)

54



3. Asas Dalam Perkawinan

Menurut undang-undang ada enam asas dalam sebuah perkawinan

sebagai berikut;

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal ini

sesuai firman Allah Qs. Ar-Rum ayat 21,

b. Keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan
kepercayaan mempelai dan harus dicatat sesuai peraturan
perundang-undangan,

c. Dalam perkawinan menganut asas monogami sebagaimana Qs.
An-Nisa’ ayat 3,

d. Dalam perkawinan calon mempelai harus masak jiwa raganya
menurut ketentuan undang-undang harus berusia 19 tahun,

e. Mempersulit perceraian sebagai mana hadits riwayat Abu
Dawud Ibn Majah di shahihkan al hakim,

f. Hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan

rumah tangga dan masyarakat.*

4. Rukun dan Syarat Dalam Perkawinan
a. Adapun rukun dan syarat dalam perkawinan adalah sebagai
berikut:
1) Calon mempelai pria syaratnya beragama Islam, laki-laki,
jelas orangnya, dapat meberikan persetujuan, tidak terdapat

halangan perkawinan;

30 Jmam Faishol, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di
Indonesia, Jurnal Ulumul Syar’i vol.8 no. 2 (2019) hal. 6
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2) Calon mempelai wanita syaratnya beragama meskipun
yahudi dan nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat
meberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan;

3) Wali nikah syaratnya laki-laki, dewasa, mempunyai hak
perwalian, tidak terdapat halangan perwalian;

4) Saksi nikah syaratnya minimal dua orang laki-laki, hadir
dalam ijab qabul, dapat mengeri maksud akad, Islam,
dewasa;

5) ljab Qabul syaratnya ada pernyataan mengawinkan dari
pihak wali nikah, adanya pernyataan menerima dari
mempelai pria, memakai kata-kata nikat zawaj, antara ijab
dan gabul jelas maksudnya dan bersambung, orang yang
ijab tidak sedang ihram haji atau umrah, minimal dihadiri 4
orang yaitu mempelai laki-laki wali dan dua orang saksi.*

b. Syarat perkawinan menurut undang-undang:

1) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua

mempelai;

2) Adgar terlaksana perkawinan seorang yang belum berusia
21 harus mendapat ijin kedua orang tua;

3) Dalam hal salah satu orang tua meninggal atau tidak dapat

menyatakan kehendaknya dapat di peroleh dari orang tua

yang masih hidup atau dapat menyatakan kehendaknya;

31 Abdul Shomad, Hukum Islam Panorama Prinsip syariah dalam Hukum
Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 263-265
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4) Dalam hal kedua orang tua meninggal dapat meminta ijin
orang tua wali atau keluarga laki-laki garis lurus keatas
yang masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya;

5) Dalam hal orang tua tidak berpendapat maka pengadilan
daerah hukum tempat tinggalnya dapat memberi ijin;

6) Ketentuan ini berlaku sepanjang agama tidak melarang dan

menentukan lain.%?

5. Akibat Hukum Dari Sebuah Perkawinan
a. Akibat hukum menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974

Akibat-akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami

istri diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan, adapun akibat hukum yang bersifat

moral diantaranya :

1) Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan
rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan
masyarakat.

2) Suami  istri  wajib  saling  mencintai  ,hormat
menghormati,setia dan memberi bantuan lahir dan bathin

yang satu kepada yang lain.

%2 Bing Waluyo, Sahnya Perkawinan Menurut UndangUndang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan, VVol. 2 Nomor 1 (2020), hal. 195
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3) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan
pergaulan hidup bersama masyarakat.

4) Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan
hukum.

5) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu
rumah tangga.suami wajib melindungi istrinya dan memberi
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah
tangga dengan sebaik-baiknya.

6) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

,yang ditentukan secara bersama.

Akibat-akibat hukum lainnya setelah dilangsungkannya

perkawinan antara lain:

1) Anak yang lahir dari perkawinan,adalah anak sah (Pasal 42
UU nomor 1 tahun 1974).

2) Suami menjadi waris dari istri dan sebaliknya istri menjadi
waris bagi suaminya,apabila salah seorang meninggal
dalam perkawinan.

3) Dilarang jual beli antara suami istri (Pasal 1464 KUH
Perdata).

4) Dilarang mengadakan perjanjian perburuhan antara suami
istri (Pasal 1601 KUH Perdata).

58



5) Dilarang memberikan (hibah) benda-benda atas nama
antara suami istri (Pasal 1678 KUH Perdata).

6) Suami tidak boleh menjadi saksi dalam perkara istrinya atau
sebaliknya.

7) Suami tidak dapat dituntut atas beberapa kejahatan terhadap
istrinya atau sebaliknya (Pasal 370,376,394,404 ayat (2)
dan pasal 411 KUH Pidana).

Putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU nomor 1 tahun

1974 ,perkawinan putus karena:

1) Kematian artinya salah satu pihak suami atau istri
meninggal dunia.

2) Perceraian.

3) Atas putusan pengadilan.

Menurut Pasal 199 KUH Perdata putusnya perkawinan karena:

1) Kematian artinya salah satu pihak suami atau istri
meninggal dunia.

2) Keadaan tidak hadir si suami atau istri selama 10 tahun
diikuti perkawinan baru.

3) Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan
ranjang.

4) Perceraian.
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e.

Alasan Perceraian

1) Menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
adapun alasan perceraian apabila antara suami istri tidak
akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri karena:

a) Salah  seorang  berbuat  zinah,atau = menjadi
pemabuk,pemadat dan lain sebagainya yang sulit
disembuhkan.

b) Salah seorang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain.

¢) Salah seorang mendapat hukuman penjara 5 tahun atau
lebih setelah perkawinan berlangsung.

d) Salah seorang melakukan kekejaman atau penganiayaan
yang membahayakan pihak lain.

e) Salah seorang mendapat cacat badan atau penyakit
,sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami istri.

f) Selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi

untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

2) Bagi yang beragama Islam,putusnya perkawinan karena
perceraian ada 2 macam vyaitu :
a) Cerai talak,yaitu putusnya perkawinan karena talak oleh

suami.
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b) Cerai gugat,yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya
suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada

pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

3) Dalam hukum Islam putusnya perkawinan dikenal dengan :

a) Syigag yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus
antara suami dan istri.

b) Talak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami
untuk memutuskan berlangsungnya suatu perkawinan.

c) Khulu yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh istri
dengan cara mengembalikan mas kawin kepada suami
supaya dengan demikian perkawinan dihentikan.

d) Taklik yaitu suami melanggar sighat talik yang diikuti

pembayaran iwad (pengganti) oleh istri.

6. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan
Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang
tidak dicatatkan di pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan
Agama (KUA).® Perkawinan di bawah tangan dikatan sah
apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu salah satunya
dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya wali nikah yang sah.
Jika nikah di bawah tangan dilakukan tanpa sepengetahuan

keluarga namun memenuhi syarat dua orang saksi dan dinikahkan

33 Akwal, Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan
Kekinian; Upaya Merumuskan Langkah Prevntif Solutif, (Indramayu: Adanu
Abimata, 2021),hal. 95.
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oleh wali nikah yang sah maka nikah di bawah tangan tersebut
sah menurut agama. Namun sebaliknya, apabila dilakukan tanpa
memenuhi syarat yang ada, maka Perkawinan di bawah tangan
tersebut tidak sah menurut agama. Perkawinan tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya.
Perkawinan di bawah tangan merupakan perbuatan hukum yang
tidak dilakukan pencatatan hukum dan dinyatakan sebagai
pelanggar hukum. Sebagaimana pasal 2 PMA Nomor 19 Tahun
2018 “perkawinan setiap laki-laki dan perempuan beragama

Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan”.3*

7. Ciri-Ciri Perkawinan di Bawah Tangan
Secara umum Perkawinan di bawah tangan memiliki
karakteristik sebagai berikut :
a. Perkawinan tanpa wali
Perkawinan yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan
wali dan berkeyakinan bahwa perkawinannya sah dilakukan
tanpa wali atau berkeinginan menuruti nafsu syahwat belaka
tanpa memandang ketentuan syari’at Islam.
b. Perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-
pertimbangan tertentu
Perkawinan yang dirahasiakan dari masyarakat karena

takut mendapatkan pandangan buruk dan menganggapnya hal

3 PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan
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tabu atau karena pertimbangan yang rumit lain yang memaksa
seseorang untuk merahasiakan perkawinannya.

c. Perkawinan di bawah tangan dalam pandangan agama
diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukunnya
terpenuhi.®

Perkawinan ini diperbolehkan sepanjang syarat
rukunnya terpenuhi dan tidak terjadi madharat atau efek
buruk vyang terjadi. Sebagai warga Negara Indonesia
Perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan
hukum dan bukti otentik jika telah dilangsungkan
perkawinan. Perkawinan di bawah tangan legal dalam Islam

dinyatakan sah, namun dalam legal negara tidak bisa sah.®

8. Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam
Hukum Islam melarang seorang wanita melakukan
perkawinan tanpa sepengetahuan wali dan menganjurkan
walimah dalam perkawinan umat Islam. Hal ini didasarkan pada
hadist Nabi yang disampaikan oleh Abu Musa ra, bahwasannya
Rasulullah saw bersabda:
Y QA padde Al s A e die A oy g miY) ase ) 0o

% Rihlatul khoiriyah, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
Dalam Nikah Siri,(SAWA: Jurnal Studi Gender vol 3, 2017) hal. 397.
% Figi Syarifa Nugraheni, Pernikahan di Bawah Tangan Pada Usia Dini
(Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Semarang) tesis
Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2018, hal. 44.
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Tidak sah suatu perkawinan tanpa seorang wali.®’

Hadist tersebut diperkuat dengan hadist lain yang diriwayatkan

oleh Abu Hurairah ra juga meriwayatkan sebuah hadist,

bahwasannya Rasulullah saw bersabda ;

Vs sal) a0 2335 Viaga all Jsmy JE 1B 4ie dia; 58 o 0o
(o8 5305 Aale ol ol 5 ) el Bl yall 2 55

Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinankan wanita
lainnya dan seorang wanita juga tidak berhak melakukan
perkawinankan dirinya sendiri.*®

Adapun hadist tentang resepsi;

2315 2151 s e 0 Jloa 0

Rasulullah shalallahu’alaihi wasalam bersabda adakanlah
walimah meskipun dengan seekor kambing.*

Dari hadits di atas jelas bahwa perkawinan tanpa wali dan
perkawinan yang di sembunyikan merupakan perbuatan batil.
Perkawinan di bawah tangan termasuk perbuatan melanggar
syari’at Allah SWT dan berhak mendapatkan sanksi di dunia.
Sanksi perkawinan yang berlaku di Indonesia terdapat pada pasal
3 PP Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “calon mempelai di ancam

pidana denda setingi-tiginya Rp 7.500 tujuh ribu lima ratus

37 Al-Shan’any, Subul Al-Salam, Juz 3 (Kairo: Dar Thya’ Al-Turats Al-
‘Araby, 1379 H/1960 M), hal. 117.
38 Al-Shan’any, Subul Al-Salam, hal. 118.
3% Syekh Muhammad bin Qasim, Fatul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000),
hal. 236.
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rupiah jika tidak memberitahukan kehendaknya kepada KUA

sepuluh hari kerja dari pelaksanaan ijab qabu

]740

9. Alasan Perkawinan di Bawah Tangan

a. Alasan perkawinan di bawah tangan secara umum:

1)

2)

3)

4)

Menungu hari yang tepat untuk melaksanakan perkawinan
tercatat di KUA dengan alasan selama masa tunggu
tersebut tidak terjadi perzinahan.

Kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai
belum siap lantaran masih sekolah atau masih terikat
dengan kedinasan (sekolah) yang tidak diperbolehkan
nikah terlebih dahulu. Dari pihak orang tua, perkawinan ini
dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan menghindari
perbuatan yang melanggar ajaran agama seperti zina.
Kedua atau salah salah satu pihak calon mempelai belum
cukup umur atau dewasa, sementara pihak orang tua
menginginkan adanya perjodohan antara keduanya,
sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah
dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai
perempuan tidak dipinang orang lain.

Sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan
istri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah

secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan

40 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang sanksi pidana hukum perkawinan
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5)

6)

lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan maupun
kepegawaian atau jabatan.

Terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap
basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya.
Dikarenakan dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki,
maka untuk menutup aib dilakukan perkawinan di bawah
tangan. Selain itu, ada juga yang terhalang karena pihak
perempuan secara legal formal masih terikat hubungan
dengan laki-laki lain, semisal beranggapan bahwa
perempuan tersebut telah janda secara hukum agama,
tetapi belum mengurus perceraian di pengadilan.
Melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristri
karena kesulitan meminta izin atau tidak berani izin

kepada istri pertamanya maupun malu sama mertua.

Menurut Abdul Manan faktor-faktor penyebab perkawinan di

bawah tangan antara lain :

1)

2)

Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang
terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang.
Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu
adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan
pemerintah atau negara.

Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak
pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada

pejabat pencatat nikah.
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3) Tidak ada izin istri atau istri-istrinya dan Pengadilan
Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu
orang.

4) Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang
bergaul rapat dengan calon istri atau suami, sehingga
dikhawatirkan terjadi  hal-hal negatif yang tidak
diinginkan, dan dikawinkan secara diam-diam serta tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

5) Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap
jodoh anaknya, karena itu anaknya segera dikawinkan
dengan suatu harapan pada suatu saat jika mencapai batas
umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.*!

10. Dampak perkawinan di bawah tangan
a. Perkawinan yang tidak tercatat di KUA bisa jadi akan
menimbulkan kerugian di kemudian hari bagi si istri dan anak
yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, karena tidak
tercatat maka apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan
hukum maka posisi perempuan dan anak tersebut menjadi
lemah, karena tidak ada bukti tertulis yang diakui oleh negara

tentang perkawinannya.

41 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2006), h. 47-48002E
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b. Ketiadaan bukti nikah (Buku Nikah) membuat posisi
perempuan dan anak menjadi sangat riskan, mengingat kasus
penelantaran sangat banyak terjadi dengan alasan laki-laki
tidak memiliki landasan hukum untuk memberikan nafkah
kepada anak istri hasil dari perkawinan di bawah tangan.

c. Nikah di bawah tangan memberikan dampak salah satunya
yaitu status anak disamakan dengan status anak luar nikah.
Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah secara
negara hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan
keluaga ibunya. Dengan begitu dalam akta kelahiran yang
tercantum hanya nama ibu.

d. Tidak hanya soal nafkah, pasangan dan anak dari hasil
pernikah di bawah tangan tidak mempunyai kedudukan yang
sah dimata hukum untuk memperoleh waris. Berdasarkan pasal
43 ayat 1 UU perkawinan junto pasal 100 Kompilasi hukum
Islam, tidak berhak mewarisi dari ayahnya, sebab anak hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya.*2

42 Ahmad Izzuddin, Rekonstruksi Hukum Perkawinan Indonesia tentang
Pemenuhan Hak-hak Suami Istri Pasca Cerai (Analisis Putusan Pengadilan
Agama Kabupaten Malang Tahun 2019-2020) disertasi mahasiswa UIN
Walisongo Semarang Tahun 2021, hal. 156.
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C. Pengesahan nikah
1. Pengertian Pengesahan Nikah

Pengesahan nikah berasal dari kata pengesahan dan nikah.
kata “pengesahan” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah
sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, dan kata
“nikah” berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, dengan demikian kata
“pengesahan nikah” memiliki arti yaitu “penetapan perkawinan”.*®
Pengesahan nikah dalam bahasa Indonesia diartikan dengan
pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam
upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum
yang berlaku. Pengesahan nikah adalah permohonan pengesahan
nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya
perkawinan dan memiliki kekuatan hukum. Peter Salim
menjelaskan kata pengesahan nikah memiliki pengertian penetapan
tentang kebenaran nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
pengesahan nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan)
nikah. Pengesahan nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang
telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam akan tetapi tidak
dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.**

Pengesahan nikah di Pengadilan Agama oleh para

pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan

43 Ahmad Warsono Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, h.
145
4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/032/ SK/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
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perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan,
dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah
sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat.
Selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh
yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada
Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan pengesahan nikah
oleh Pengadilan Agama. Latar belakang pengesahan nikah adalah
berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagai
berikut: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian
perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang
sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.
1 Tahun 1974; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
tidak mempunyai alangan perkawinan menurut Undang-undang
No. 1 Tahun 1974.

Pandangan fukaha klasik tentang pengesahan nikah tidak
menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak
satupun nas baik Alquran maupun hadis yang menyatakan
keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam
kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi
sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena
banyak sekali madharat yang akan ditimbulkan jika tidak
dilakukan pencatatan. Islam menegaskan bahwa setiap

kemadharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana
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ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi al-dhararu yuzalu
artinya kemadharatan harus dihilangkan.*

Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya, Al-Figh al-Islami wa-
Adillatuh, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat syar’i
dan syarat tawtsigi. Syarat syar’i adalah suatu syarat tentang
keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya. Dalam
hal ini, rukun-rukun perkawinan dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan. Sedangkan syarat tawtsigi merupakan suatu yang
dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya
suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di
kemudian hari. Syarat tawtsiqgi tidak berhubungan dengan syarat
sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu.
Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi
adalah merupakan syarat tawtsigi, kecuali kehadiran dua orang
saksi itu dalam perikatan perkawinan adalah merupakan syarat
syar’i, karena merupakan unsur pembentuk ritual perkawinan itu
dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa
perkawinan, selain sebagai syarat tawtsiqi.  Perkembangan
pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada
dua alasan, yaitu giyas dan maslahah mursalah.

Pertama digiyas kepada pencatatan kegiatan mudayanah
yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat sesuai
dengan Allah Qs. Al-Bagarah ayat 282

% Izzuddin bin Abdis Salam, al-Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam,
(Beirut: Dar al-Kutub al-1lmiyah, 2010), h. 32.
71



5 5880 2 Jal ) oy S 155 13 1 siae Gl @l
Hai orang-orang Yyang beriman, apabila kamu

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Apabila akad utang-piutang atau hubungan kerja yang lain
harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung,
dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah
muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti
disebutkan dalam Alquran surah an-Nisa’ ayat 21,

Uatle 8 ix 1 (0815 a2l 285 40 50 06 G5

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain
sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Kedua maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang tidak
dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat, semata-mata hadir
atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar
kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan
hukum Islam. Dalam hal ini, pengesahan nikah dipandang sebagai
suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Penyelesaian perkawinan di bawah tangan dilakukan
dengan cara pengesahan perkawinan. Adapun syarat pengesahan
perkawinan ;

a. surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan,
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b. surat keterangan dari KUA belum tercatat pada regirter di
KUA,
fotocopy ktp pemohon,

a o

fotocopy KK,

o

kutipan akta nikah,

f. membayar panjar biaya perkara ke bank.*

2. Pengesahan nikah dalam undang-undang perkawinan

Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 7 secara lebih rinci.
Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa pengesahan nikah dapat
diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan, (1) danya
perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya
akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah
satu syarat perkawinan; (4). adanya perkawinan yang terjadi
sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Peraturan Perundang-
undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti
perkawinan. Upaya hukum pengesahan nikah tidak hanya meliputi
pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum UU. No. 1 tahun
1974 berlaku, tetapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan

sekaligus pengabsahan nikah.

46 Lihat WEB resmi PA-Semarang.go.id tentang syarat ishat nikah
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3. Tujuan pengesahan perkawinan ;

a.

kepastian hukum sebagai bukti otentik seseorang telah
melakukan perkawinan dan memperoleh legalitas dalam
mempertahankan maupun menuntuk haknya,

ketertiban administrasi dalam masyarakat,

ketentuan undang-undang lebih efektif dalam membina

perbaikan sosial,

. penegakkan norma Agama, adat dan kepentingan umum sesuai

Pancasila.*’

4. Alasan orang bisa melakukan pengesahan perkawinan ;

a. perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
b.

C.
d.

e.

hilangnya akta perkawinan,

adanya keraguan sah atau tidaknya suatu perkawinan,

adanya perkawinan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku,
perkawinan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yang

tidak melanggar peraturan perundang-udang perkawinan.*

5. Orang yang berhak mengajukan pengesahan perkawinan;

a.
b.

C.

Suami
Istri
Anak

47 Abdul Helim, Belajar Administrasi Melalui Al-Qur’an Eksistensi
Pencatatan Akad Nikah, (Yokyakarta: K Media, 2017), hal. 65.
48 IMPRES Nommor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
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d. Orang tuaatau wali perkawinan.*

6. Langkah mengajukan pengesahan pengesahan perkawinan;

a.

Datang dan mendaftar ke kantor pengadilan setempat

1

2)

3)

4)

Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat
tinggal anda.

Membuat surat permohonan pengesahan nikah. Surat
permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir).
Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda
dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan
Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-
cuma.

Surat permohonan pengesahan nikah ada dua jenis sesuai
dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan pengesahan nikah
digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan
pengesahan nikah (lihat di lampiran).

Memfotokopi formulir permohonan Pengesahan nikah
sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan
menandatangani  formulir yang telah lengkap. Empat
rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas

Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.

4 IMPRES Nommor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
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5) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat
keterangan dari KUA bahwa perkawinannya tidak
tercatat.*

b. Membayar panjar biaya perkara

1) Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak
mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat
mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-
cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat
dilihat di Panduan Prodeo.

2) Apabila anda mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya
yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi
tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi anda dari
rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut
masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan
Sidang Keliling. Rincian informasi tentang Sidang Keliling
dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling.

3) Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa
meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk
meminta sisa panjar biaya perkara.

c. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan
Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi

tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan

%0 ST Lisdawati Juddah, Analisis Permohonan Ishat Nikah di Pengadilan
Agama Pangkajena, tesis Mahasiswa Universitas Bosowa Makasar Tahun 2022,
hal.43
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Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat

permohonan.

d. Menghadiri persidangan

1)

2)

3)

4)

Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang
tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat
waktu dan jangan terlambat.

Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat
Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang
telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan
menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu
identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim
kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan
kepada Pemohonatau Termohon yang hadir dalam sidang
kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi
PemohonatauTermohon yang tidak hadir dalam sidang,
untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan
ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.

Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda
harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan
permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan
meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang
mengetahui perkawinan anda di antaranya wali nikah dan
saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui

perkawinan anda.
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e. Putusan atau penetapan pengadilan.®

1) Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan
mengeluarkan putusanatau penetapan pengesahan nikah.

2) Salinan putusanataupenetapan pengesahan nikah akan siap
diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang
terakhir.

3) Salinan putusanataupenetapan pengesahan nikah dapat
diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan
kepada orang lain dengan Surat Kuasa.

4) Setelah mendapatkan salinan putusanataupenetapan tersebut,
anda bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan
perkawinan anda dengan menunjukkan bukti salinan

putusanataupenetapan pengadilan tersebut.

Demikian langkah dalam mengajukan pengesahan nikah

sesuai prosedur yang ada di Pengadilan Agama Semarang.>?

5 Lihat WEB resmi PA-Semarang.go.id tentang prosedur ishat nikah
%2 Langkah ishat nikah diakses dari situs resmi Pengadilan Agama
Semarang di akses pada senin 4 desember 2023 jam 14.00
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BAB Il
PROGRAM KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI
ANAK (KRPPA) SERTA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI
TANJUNG MAS

A. Profil Kelurahan Tanjung Mas

Tanjung Mas merupakan sebuah nama kelurahan di wilayah
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di
kelurahan ini terdapat Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan satu-
satunya pelabuhan di Semarang. Kelurahan Tanjung Mas memiliki
jumah penduduk sekitar 29.073 jiwa dengan jumlah RT sebanyak 129
buah dan jumlah RW sebanyak 16 buah. Kelurahan Tanjungmas
berbatasan dengan Laut Jawa disebelah Utara. Adapun profil secara
umum adalah sebagai berikut;*
1. Data Umum

a. Tipologi Kelurahan - Pesisir

b.Luas Wilayah : 323.720 Ha

c. Batas Wilayah
1) Sebelah Utara : Laut Jawa
2) Sebelah Selatan : Kelurahan Purwodinatan
3) Sebelah Barat : Kelurahan Bandarharjo
4) Sebelah Timur : Kelurahan Kemijen

! Diakses pada situs resmi Kelurahan Tanjung Mas
https://tanjungmas.semarangkota.go.id/ pada hari Rabu 8 November 2023 jam
14.00
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2. Orbitrasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan )

a.Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan :5Km

b.Jarak dari Puusat Pemerintahan Kota :5Km

c.Jarak dari Ibukota Kabupaten :-Km

d.Jarak dari Ibukota Provinsi :7Km
3. Jumlah Penduduk :31.825Jiwa  10.825 KK

a. Laki-laki : 15.943 Jiwa

b.Perempuan : 15.882 Jiwa

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

a. Lulusan Pendidikan Umum

1) Taman Kanak-kanak : 7.350 Orang
2) Sekolah Dasar : 6.380 Orang
3) SMP : 5.457 Orang
4) SMA atau SMU :4.161 Orang
5) Akademi atau D1-D3 : 197 Orang
6) Sarjana : 91 Orang

7) Pascasarjana : 23 Orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus

1) Pondok Pesantren : 93 Orang
2) Pendidikan Keagamaan : 136 Orang
3) Sekolah Luar Biasa : 25 Orang
4) Kursus Ketrampilan : 37 Orang

5. Upah Minimum Regional Kabupaten Kota : 2.800.000,-

(e]V)



6. Sarana Prasarana

a. Kantor Kelurahan

b. Prasarana Kesehatan

1) Puskesmas

2) UKBM ( Posyandu )

3) Poliklinik

c. Prasarana Pendidikan

1) PAUD
2) TK
3) SD
4) SMP
5) SMA
6) PT
d. Prasarana Ibadah
1) Mesjid
2) Mushola

3) Gereja Protestan

4) Pura
5) Vihara
6) Klenteng
e. Prasarana Umum
1) Olahraga

2) Balai Pertemuan
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1 Ada
116 Pos
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: 16 buah
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: 15 buah
: 29 buah
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: 10 buah
: 17 buah



f. Prasarana wisata
1) Stasiun tawang
2) Kampung nelayan bahari tambak lorok
3) Pasar Klitikan kawasan kota lama
4) Pelabuhan tanjung emas semarang
5) Museum OLD city 3D kawasan kota lama
6) Polder tawang kota lama

7) Gereja blenduk kawasan kota lama

7. Data Personil
a. Nama Lurah: Sony Yudha Putra Pradana, S.STP, M.Si.
b. Nama Sekretaris Lurah: Vivin Kunia Setyawan, S.T.

c. Jumlah Aparat Kantor Kelurahan

1) Golongan | 0
2) Golongan Il 2
3) Golongan Il 4
4) Golongan IV 0

8. Data Kewenangan
Program yang diterima Kelurahan
a. Pemerintah Pusat  : Penanganan pemukiman kumuh
b. Provinsi Do

c. Kota : Kampung Bahari, Tematik

9. Kelembagaan

a.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
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1) Jumlah Pengurus 23
2) Jumlah kegiatan per bulan :1
3) Jumlah buku administrasi : 6
b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
1) Jumlah Pengurus 123
2) Jumlah kegiatan per bulan : 2
¢. Rukun Tangga atau Rukun Warga

1) Jumlah RT 129

2) kegiatan RW 116
d. Karang Taruna

1) Jumlah 01

2) Jumlah Pengurus 26

Kelurahan Tanjung Mas berada di daerah pesisir laut. Kelurahan
ini berbatasan dengan Laut Jawa disebelah Utara dan terdapat
pelabuhan Tanjung Mas yang menjadi pelabuhan terbesar di Semarang.
Hal ini berdampak pada banyaknya orang yang berdatangan di area
tersebut, baik sebagai pendatang ataupun yang memutuskan untuk
menetap dan menjadi penduduk baru di Kelurahan tersebut. Arus
transmigrasi seperti ini dapat memberikan pengaruh positif dan negatif
bagi lingkungan yang ada di Kelurahan Tanjung Mas dan bedampak
pada sektor ekonomi, tingkat kriminalitas, faktor kesehatan lingkungan
dan pola pikir masyarakat pesisir.

Segi Positif dari wilayah dekat dengan Pelabuhan adalah

terbukanya lapangan pekerjaan. Daerah ini diminati para pemilik modal
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untuk mendirikan perusahaan karena akses trasportasi yang
memudahkan proses expor maupun impor barang. Sedangkan bagi
warga yang sudah lewat dari usia pekerja mereka dapat berdagang di
sekitar pesisir pantai. Selain faktor positif, peneliti menemukan faktor
negatif yang menyertainya. Pertama banjir dan rob sudah menjadi
masalah yang sulit dihindarkan karena dekat pesisir pantai. Akibat yang
timbul dari banjir dan rob antaralain munculnya berbagai penyakit yang
sulit diatasi. Kedua tingkat kriminalitas lebih tinggi dikarenakan arus
transmigrasi yang tidak terbendung dan membuat area ini padat
penduduk. Jumlah penduduk yang terlalu banyak dan padat memberikan
sumbangan akan lahirnya konflik. Faktor transmigrasi menjadi pemicu
utama terhadap perubahan tingkah laku warga melalui percampuran
kultur dari berbagai daerah yang menetaap di Kelurahan Tanjung Mas.
Ketiga kenakalan remaja dalam bentuk perilaku usia anak sekolah
berupa tindakan kriminal dan pelanggaran hukum. Selain perbuatan
kriminal, salah pergaulan dan pola pikir yang kurang matang dari
generasi baru (milineal) menjadi masalah yang sulit teratasi.

Pergaulan yang salah membuat sebagian dari penduduk di
Kelurahan Tanjung Mas memilih untuk menikah muda. Akibat yang
timbul karena salah pergaulan yaitu hamil di luar nikah dan menjadi
alasan beberapa pasang melakukan perkawinan di bawah tangan.
Berdasarkan pengamatan peneliti, mayoritas dari penduduk yang ada di
Tanjung Mas bermata pencaharian sebagai buruh pabrik. Aktifitas
keseharian warga disibukkan dengan urusan ekonomi dan kurang

memperdulikan pendidikan anak. Tidak meratanya perekonomian
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menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya
sumber daya alam yang dihasilkan bagi keseluruhan penduduk.

Rendahnya ekonomi menjadi faktor pendorong dilakukannya
perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang dilakukan dianggap
meringankan beban yang ditanggung orang tua. Pandangan orang tua
yang berpikir bahwa orang yang menikah sudahlah harus mandiri secara
finansial dan pekerjaan. Pola pemikiran orang tua yang lebih
mementingkan kubutuhan ekonomi juga ikut andil dalam mendorong
terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung Mas.

Berdasarkan data pendidikan, sebanyak 31.825 jiwa 10.825 KK
warga yang ada di Kelurahan Tanjung Mas hanya 4.161 orang yang
menyelesaikan sekolahnya hingga tamat SMA atau SMU, 7.350 orang
hanya tamat Taman Kanak-Kanak, 6.380 orang lulus tingkat Sekolah
Dasar dan 5.457 orang hanya menempuh pendidikan tingkat SMP.
Sedangkan yang lanjut ke tingkat akademis yaitu D1-D3 hanya 197
orang dan untuk Strata 1 (S1) hanya 91 orang. Dengan melihat tingkatan
pendidikan yang terjadi masih terdapat ketimpangan. Dimana penduduk
yang menyelesaikan tamat belajar 12 Tahun hanya 13 % dari jumlah
penduduk. Tingkat pendidikan ini berpengaruh pada pekerjaan, status
sosial, dan pola pikir masyarakat.

Rendahnya pendidikan mempengarui pemikiran terhadap nilai-
nilai yang terkandung dalam perkawinan. Mereka masih menganggap
bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu
ada campur tangan pemerintah atau negara. Pemahaman masyarakat

tersebut sangat berpengaruh dengan tingkat perkawinan di bawah
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tangan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mas. Semakin tinggi tingkat
pendidikan semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap

hukum pencatatan perkawinan.

B. Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas

Kelurahan Tanjung Mas merupakan projek pertama sebagai
percontohan melaksanakan program KRPPA (Kelurahan Ramah
Perempuan dan Peduli Anak).? Program KRPPA merupakan satu
langkah pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan gender
pada perempuan dan perlindungan pada anak. Permasalahan yang
diselesaikan meliputi kekerasan dalam rumah tangga, ibu hamil,
kenakalan remaja, stunting, dan pencatatan perkawinan.® Kelurahan
Tanjung Mas telah ditunjuk sebagai pilot project kelurahan ramah
perempuan dan peduli anak sejak November 2021.# Hal ini dibuktikan
dengan penandatanganan kesepakatan bersama pencanangan kelurahan
ramah perempuan dan peduli anak. Tanda tangan di lakukan oleh Lurah
Tanjung Mas Bapak Shony Yudha Putra P, S.STP, M.SI., Lurah
Patompon Bapak Fajar Arianti S. Sos, MA, Camat Semarang Utara

2 Wawancara dengan Bapak Sony Yudha Putra Pradana pada hari senin

23 Oktober 2023 jam 14.30 selaku Lurah di Tanjung Mas.
3 Wawancara dengan lbu Sri Wahyuni dan beberapa ketua RW di

Kelurahan Tanjung Mas pada hari Kamis 26 Oktober 2023 jam 09.45

4 Artikel TribunJateng.com, Gerakan L-SAPA Dukung Kelurahan Ramah
Perempuan dan Peduli Anak di Tanjungmas Kota Semarang,
https://jateng.tribunnews.com/2022/08/12/gerakan-1-sapa-dukung kelurahan ramah
perempuan dan peduli anak di tanjungmas kota semarang, di akses pada 28
oktober 2023
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Moch Imron SH. MH, Camat Gajah Mungkur Drs. Yudi Wibowo, SE,
ketua forum media sayang perempuan dan anak Tutuk Toto Carito,
ketua asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia Kota Semarang Bapak
Dedi Mulyadi, Ketua pusat kependudukan perempuan dan perduli anak
Dr. Arri Handayan, S.Psi M.Si, ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang, Krisseptiana Hendrar
Prihadi, SH. MM, wakil wali kota semarang Ir.Hj. Hevarita Rahayu,
M.Sos, walikota semarang Dr. H Hendrar Prihadi, SE, MM, Ketua
DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, SE.®

Setelah penandatanganan dibentuk relawan sahabat perempuan
dan anak (SAPA) vyang diketuai Bapak Aris Arianto bekerja
sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dengan
sekertaris Ibu Sri Wahyuni bekerja sebagai staf kelurahan Tanjung Mas
didukung seluruh ketua RW dan RT di Tanjung Mas. Relawan SAPA
dimulai pada bulan Maret 2022 dengan tugas melakukan
pengorganisasian. Pengorganisasian yang di maksud adalah penyisiran,
pendataan dan pendampingan terhadap semua kasus perkawinan di
bawah tangan. Penyisiran merupakan proses untuk mendapatkan data
perkawinan  di bawah tangan. Penyisiran dilakukan oleh pejabat
Kelurahan maupun relawan SAPA dengan cara berkordinasi masyarakat
ketua RT dan RW. Setelah dilakukan penyisiran terdapat dua repon para
mempelai yaitu: pertama penolakan bantuan pencatatan perkawinan

dengan berbagai alasan, ada yang cuek, ada yang marah karena merasa

> Piagam penandatanganan komitmen bersama mewujudkan kelurahan
ramah permpuan dan perduli terhadap anak, di tetapkan sejak November 2021.
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rumah tangganya terganggu, ada yang merasa malu karena aib. Kedua
tentunya setiap program pemerintah ada yang menerima dengan alasan
kepentingan anak mereka, aji mumpung (menggunakan kesempatan
pengesahan nikah karena gratis), sadar tentang pentingnya pencatatan
perkawinan.®
Setelah penyisiran selesai dilakukan pendataan siapa saja yang
bersedia dibantu dalam pegurusan administrasi perkawinannya. Siapa
yang belum bersedia mengurus administrasi perkawinannya. Dalam
data diperoleh 4 pasang bersedia dibantu penyelesaian administrasinya,
sedangkan yang lain belum bersedia. Terhadap semua pasangan yang
ingin mencatatkan perkawinannya pihak relawan SAPA siap melakukan
pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pembiayaan Perkawinan
Pembiayaan dalam pelaksanaan perkawinan masal dilakukan
Pemerintah Kota Semarang dengan dukungan CSR (corporate
social responsibility) dan bantuan tokoh masyarakat. Komitmen
Pemerintah Kota Semarang ini untuk mewujudkan Kelurahan
Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan menggandeng semua
aspek lapisan masyarakat. Dengan bersatunya lapisan masyarakat
permasalahan gender pada perempuan dan anak akan terselesaikan
secara menyeluruh. Unit terkecil pada sebuah Masyarakat adalah

keluarga yang harmonis. Untuk mewujudkan  keluarga yang

® Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni sekertaris relawan SAPA dan
beberapa ketua RW di Kelurahan Tanjung Mas pada hari Kamis 26 Oktober 2023
jam 09.45
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harmonis langkah awal harus mencatatatkan perkawinan sesuai

dengan ketentuan hukum negara dan hukum Islam.

2. Pelaksanaan Nikah Masal

Pemerintah Kota Semarang bersama 28
komunitas wedding organizer (Asosiasi pengusaha jasa dekorasi
Indonesia DPC Semarang Raya, Perkumpulan Penyelenggara
Jasaboga Indonesia), make up artist (MUA) pengantin, dan
Lembaga Sosial Masyarakat menggelar acara Nikah Sakinah
Humanity. Nikah masal yang diperuntukkan bagi calon pasangan
pengantin muda ini merupakan aksi sosial untuk membantu
masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengurus dokumen
perkawinan. Ketua panitia Saniatus Sholihah menjelaskan bahwa
para pasangan yang mengikuti kegiatan nikah masal ini mengaku
terkendala biaya saat mengurus kelengkapan administrasi. Terlebih
lagi dengan pasangan pengantin yang kurang mampu. Maka dari itu,
kita mendampingi mereka dengan mengadakan kegiatan ini mulai
dari bulan November 2022.7

Nikah masal dilaksanakan di aula kantor Kecamatan
Semarang Utara pada hari Selasa 7 Maret 2023. Ada empat
pasangan pengantin warga Tanjung Mas Kota Semarang yang
mengikuti program tersebut. Mereka adalah FA dan TG, MA dan
SS, IW dan IR, serta CC dan FA. Ketua panitia Saniatus Sholihah

7 Wawancara dengan Bapak Shony Yudha Pradana selaku Lurah di
Tanjung Mas pada senin 13 November 2023 jam 13.00
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menjelaskan nikah masal bertajuk ‘Nikah Sakinah Humanity’ ini
digelar oleh Pemkot Semarang yang menggandeng 28 komunitas,
seperti komunitas wedding, perias, LSM, dan lainnya. Ini
merupakan aksi sosial untuk membantu masyarakat yang memiliki
kesulitan dalam mengurus dokumen perkawinan. Dia berharap
program nikah masal ini dapat digelar setiap tahun dan digilir di
setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang.®

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DP3A) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki menambahkan,
nikah masal ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
Program ini gratis untuk membantu masyarakat khususnya di
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Nikah
Sakinah Humanity ini merupakan program lanjutan. Apabila
masyarakat membutuhkan dan mau dinikahkan, Pemerintah Kota
Semarang akan memfasilitasi dengan dukungan CSR (corporate

social responsibility) dan bantuan tokoh masyarakat.’

3. Penyerahan Buku Nikah
Penyerahan buku nikah dilakukan oleh Bu Sri Wahyuni
setelah mendapatkannya dari KUA Kecamatan Semarang Utara.

Buku nikah itu diberikan setelah 7 hari pelaksanaan nikah masal

8 Wawancara dengan lbou Siwi Wahyuningsih sekertaris relawan SAPA
pada hari Rabu 20 September 2023 jam 13.00 selaku Camat di kelurahan
Semarang Utara.

9 Wawaancara dengan Bapak Ulfi Imran Basuki ketua P3A pada hari
Selasa 19 September 2023 jam 14.00 selaku ketua DP3A Kota Semarang.
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oleh KUA Kecamatan Semarang Utara. Penyerahan buku nikah
dilakukan dengan datang lansung ke rumah mempelai oleh relawan
SAPA. Dalam penyerahan buku nikah ini tidak semua pasangan

bisa ditemui dikarenakan mempelai sering tidak ada di rumah.*

Bapak Sony Yudha Pradana selaku Lurah mengungkapkan bahwa
hadirnya Relawan sahabat perempuan dan peduli anak (SAPA) menjadi
salah satu langkah baik untuk mendukung Kelurahan Tanjung Mas
sebagai Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Salah satu
peran relawan SAPA adalah pendampingan penyelesaian perkawinan di
bawah tangan di Kelurahan Tanjung Mas. Relawan SAPA ini sangat
membantu sekali dalam penanganan perkawinan di bawah tangan yang
disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tugas utama mereka
membantu menjembantani dalam hal ini tindakan-tindakan apa yang
diperlukan. Baik itu perlindungan terhadap perempuan atau anak
maupun memberikan edukasi kepada para pihak yang melakukan
kekerasan. Parameter kelurahan ramah perempuan dan peduli anak
mengacu pada Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Peduli Anak Nomor 70 tahun 2021 tentang Kota ramah perempuan dn
peduli anak. Peraturan perempuan dan peduli anak meliputi
pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu

dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, pencegahan

10 Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni sekertaris relawan SAPA pada
hari kamis 26 Oktober 2023 jam 10.00.
91



kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengurangan pekerja anak,
serta pencegahan perkawinan anak.
Untuk menjalankan program Kelurahan Ramah Perempuan dan

Peduli Anak terdapat 10 indikator sebagai berikut:?

a. Pengorganisasian perempuan dan anak di kelurahan
Pengorganisasian  bertujuan  untuk  menumbuhkan kesadaran
perempuan dan anak untuk memahami masalah pada dirinya sendiri,
kelompok dan komunitasnya. Selanjuthya membangun kepercayaan
diri bahwa mereka mempunyai kemampuan dan kepekaan mecari
solusi pada persoalan kelomoknya. Yang terpenting adalah
mendorong perempuan dan anak paham akan hak-haknya, berani
menyampaikan pendapat, dan mereka terlibat dalam pembangunan di
Kelurahannya.

b. Tersedianya data pilah Kelurahan yang memuat data perempuan dan
anak
Data pilah adalah data pengelompokan berdasarkan jenis kelamin
laki-laki atau perempuan. Hal ini bertujuan agar pembangunan
berkelanjutan (Sustaineble Development Goals) diprioritaskan untuk
pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak mulai dari keluarga
miskin, disabilitas, dan kelompok rentan. Selanjutnya memastikan
keterwakilan perempuan dan anak untuk menyampaikan pendapat

dalam musyawarah kelurahan.

1 Wawancara dengan Bapak Sony YudhaPutra Pradana selaku Lurah di
Tanjung Mas pada hari senin 23 Oktober 2023 jam 14.00
2 Amanda Risqyana, Gagas Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli
Anak, Tribun Jateng.com Jum’at 29 juli 2022.
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c. Tersedianya peraturan tentang kelurahan ramah perempuan dan anak

(KRPPA)
Peraturan berfungsi menjamin tindakan pemerintahan kelurahan
untuk mengintegrasikan perspekti gender dan hak anak dalam tata
kelola penyelenggaraan pembangunan kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat.

d. Tersedianya pembiayaan dari  keuangan Kelurahan dan
pendayagunaan aset Kelurahan pembiayaan bertujuan untuk
mewujudkan KRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di Kelurahan.

e. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah Kelurahan atau
kelurahan
Peningkatan keterwakilan perempuan bertujuan meningkatkan jumlah
perempuan minimal 30% dilembaga sosial masyarakat kelurahan dan
Badan Permusyawaratan Daerah agar perempuan dapat mengakses
serta mempengaruhi pengambilan keputusan pembangunan maupun
pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
Pemberdayaan perempuan bertujuan meningkatkan kapasitas
kepemimpinan perempuan dalam wirausaha, mengembangkan usaha
dengan percayadiri dan mandiri, dapat mengntrol usahanya untuk
meningkatkan pendapatan keluarga dan perduli kepada anak.

g. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak

Peningkatan peran ibu dalam mengasuh anak bertujuan menciptakan

lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya anak dan
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melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,
penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

h. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Kekerasan terhadap peremuan dan anak harus dipastikan tidak terjadi
lagi. Kekerasan yang dimaksud berupa kesengsaraan maupun
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran, ancaman
menyelakai, perampasan kemerdekaan seenaknya sendiri, baik yang
terjadi di depan umum maupun pribadi.

i. Penurunan pekerja anak
Pekerja anak harus ditiadakan ini bertujuan untuk memperjuangkan
hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, keselamatan,
waktu luang sebagai anak.

j.  Pencegahan perkawinan anak.®
Pencegahan perkawinan anak dilakukan bertujuan untuk memastikan
bahwa tidak ada lagi praktik perkawinan pada usia anak yaitu
dibawah 19 Tahun.

Dari 10 indikator di atas relawan SAPA bergerak melakukan
pengorganisasian dan pendataan terhadap pasangan menikah di bawah
tangan di Tanjung Mas. Dari pengorganisasian terdapat empat pasang
yang berhasil dinikahkan secara resmi yaitu pertama TG dangan FA,
Kedua SS dengan MA, Ketiga IR dengan IW, Keempat FA dengan CC

13 Lenny Rosalin, Panduan Fasilitas Desa Ramah Perempuan dan Peduli

Anak, (Jakarta: Sekertaris Jenderal Kementerian Desa Pembanganan Daerah
Tertnggal dan Tranmigrasi, 2022), hal. 26
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dan dicatatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara.

Sebagai contoh berkas adalah sebagai berikut:
1. IR dengan IW
Pasangan IR dan IW telah menikah dengan sah di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Semarang Utara. Adapun berkas yang

digunakan sebagai syarat perkawinannya adalah sebagai berikut:

a.

Daftar pemeriksaan nikah

Daftar pemeriksaan nikah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan
Semarang Utara memuat beberapa data mempelai. Bagian
pertama yang diperiksa berkaitan dengan hari, tanggal,
tempat dan waktu pelaksanaan perkawinan. Bagian kedua
yang diperiksa berkaitan data IR dan orang tuanya. Bagian
kedua ini memuat data nama, tempat tanggal lahir, nomor
induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan,
alamat tempat tinggal, dan status perkawinan. Bagian ketiga
yang diperiksa berkaitan data IW dan orang tuanya. Bagian
ketiga ini memuat data nama, tempat tanggal lahir, nomor
induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan,
alamat tempat tinggal, dan status perkawinan. Bagian keempat
yang di periksa berkaitan dengan siapa yang menjadi wali
dalam perkawinan. Bagian keempat ini memuat status walli,
hubungan wali, sebab menjadi wali, nama, tempat tanggal
lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama,
pekerjaan, alamat tempat tinggal. Bagian kelima yang

diperiksa berkaitan dengan mas kawin yang memuat bentuk,
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jumlah dan pembayaran. Bagian keenam yang diperiksa
berkaitan dengan PPN atau Penghulu memuat data nama,
jabatan dan tempat tugas. Bagian ketujuh yang diperiksa tanda
tangan mempelai, wali, petugas pemeriksa, dan PPN

Blanko pendaftaran nikah

Blanko pendaftaran nikah memuat data tanggal pendaftaran,
nomor pendaftaran, nomor induk kependudukan IR dengan
IW, Nomor induk kependudukan orang tua kedua mempelai,
tanda terima kutipan akta nikah, pas foto kedua mempelai.

c. Gambar 3.1: Fotocopy KTP

NIK

Nara
TergatTgl Lohe
Janzs Kelyinn Gol Daah
Anamat
RIEW
KedOwy
Kecomatan
Agama
Sanss Padawean
Pekerpan
Kewagantgaann
Bacuiy Hogoa

Sumber: Dokumen foto pribadi.

96



d. Gambar 3.2: Formulir pengantar nikah (N1)

Lampiran V
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020

FORMULIR PENGANTAR NIKAH
Model N1

KANTOR DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

PENGANTAR NIKAH
Nomor :

Yang bertada tangan di bawah ini dengan ya bahwa :

Nama :
Nomor Induk dudukan (NIK) :
Jenis Kelamin :
Tembat dan Tanggal Lahir &
Kewarganegaraan &
Agama :
Pekerjaan 5
Alamat :
Status Perkawinan &
a.  Laki-laki : jejaka, duda,

atau beristri ke ............ :
b. Perempuan : Perawan, Janda :

eENPVEWNE

Adalah benar, anak dari perkawinan seorang pria :

Nama Lengkap dan alias
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Tempat dan Tanggal Lahir
Kewarganegaraan :
Agama 3
Pekerjaan s
Alamat 3

dengan seorang Wanita :

Nama Lengkap dan alias :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan 5
Agama z
Pekerjaan J
Alamat :

Demikian, surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya,

Kepala Desa / Lurah

*) nama terang

Sumber: Dokumen foto pribadi.
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e. Gambar 3.3: Formulir permohonan kehendak nikah (N2)

LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGA’
TENTANG PENETAPAN FORMULIR DAN LAPORAN

RAKAT IS} OR
NCATATAN PERKAWINAN ATAU RUJUK

FORMULIR PERMOHONAN KEHENDAK PERKAWINAN

Model N2

Perihal : Permohonan kehendak pekawinan

Kepada Yth,
Kepala KBRI/ KIRT/ KUA K

Dengan hormat, kami j p kehendak y i untuk atas nama kami calon suami:
dengan calon istri
Pada hari tanggal ertempat di

Bersama ini kami sampaikan surat — surat yang di perlukan untuk diperiksa sebagai berikut :
Surat pengantar perkawinan dari Desa / Kelurahan

Persetujuan calon mempelai

Fotokopi KTP

. Fotokopi Akta kelahiran

Fotokopi kartu keluarga

Paspoto 2x3 = 3lembar berlatar belakang biru

B NR D=

Demikian p ini kami i kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan

Diterima tanggal .............. Wassalam,
Yang menerima, Pemohon
Kepala KUA /Penghulu /PPN Luar Negeri

Sumber: Dokumen foto pribadi
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f.

Gambar 3.4: Surat persetujuan mempelai (N4)

FORMULIR PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Model N4

PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

A

NOMBWNEO@NO VA WSS

Calon suami:

Nama lengkap dan alias
Bin :
Nomor Induk Kependudukan
. Tempat dan tanggal lahir
. Kewarganegaraan

. Agama

Pekerjaan

. Alamat

alon istri:

Nama lengkap dan alias
Bin

Nomor Induk Kependudukan
. Tempat dan tanggal lahir  :
Kewarganegaraan

. Agama

Pekerjaan

. Alamat

@

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan
kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk
melangsungkan pernikahan

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Calon Suami Calon Istri

Sumber:

Dokumen foto pribadi
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g. Gmbar 3.5: Surat keterangan numpang nikah
Kecamatan Semarang Utara

PEMERINTAH KABUPATEN .
KECAMATAN ..
KELURAHAN ..

SURAT KETERANGAN NUMPANG NIKAH
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah 11 menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama lengkap dan alias
2. Jems kelamin Lala-laka

3. Tempat dan tanggal lahir

4. Warga negara Indonesia

5. Agama

6. Pekenjaan

7. NomorKTP

8. Tempat tinggal RT  /RW
Kelurahan Kec
Kabupaten

Orang tersebut diatas adalah benar warga desa kamu, telah memohon keterangan:
Surat numpang mkah
Kepada kamu dalam rangka persyaratan untuk mkah
Numpang mkah ke
Dengan seorang perempuan/telaie benama
Denulaan surat keterangan i dibuat dengan sebenamya, dan kepada pthak yang berkepentingan
kiranya dapat membenkan bantuan serta fasilitas seperlunya

Lurah K elurahan

Sumber: Dokumen foto pribadi
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h. Gambar 3.6: Surat pernyataan belum pernah menikah

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENIKAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Bin/binti
Tempat.tgl.lahir
Kebangsaan
Agama
Pekerjaan
No.KTP
Alamat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya sampai saat ini belum pernah menikah
dengan siapapun baik secara Adat, Hukum Agama, maupun Hukum Negara. Dan benar-benar
masih perjaka (Bujang) / gadis (Perawan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.
Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya siap dituntut sesuai
dengan Hukum yang berlaku.

PaBg i so SRS
Saya Yang Menyatakan

Materai Rp. 6000,-

Saksi-saksi :

Licmsesasnssomarvansnsnons (bovransnmonvanvanned )

D R S Guenvnnanssustin )

Mengetahui :

Ketua RT Ketua RW

Sumber: Dokumen foto pribadi
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Gambar 3.7: Akta kelahiran

T
N
S N

: f\f Logls
a0 =

o A
il
T W

PENCATATAN SIPIL

REGISTRY OFFICE

- WARGA NEGARA 2
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHI
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran N
te 3

Kutipan ini dikeluarkan
‘nzdawpl isissued
a

of date

Sumber: Dokumen foto pribadi
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j. Gambar 3.8: Fotocopy KK

KARTU KELUARGA K 3204242623

[
v S
: No. 3204280312150014
TR e e e oy
Anrat iRy
i sose pes
B 1
= s Lrghow | o | i | T [ e e o
= U ™ ™ i3 . 2 ™ T
T
e Pl [e— R —— e
bl == M — T T 3
> L) Lix — - L ]
T usieiiy)
Lembar I Kepan Kemargs CPAL KLASA KLPALA DIAS KIPENOUOUKUAN DA
0 AT PENCATATANSIP
L Desa/kelradan
N. Kecamatn
. TR e

Sumber: Dokumen foto pribadi
k. Gambar 3.9: Fotocopy kutipan akta nikah orang tua

REPUBLICINOONESIAI REPUBLIC OF NOONESA | |
KUTIPAN AKTANIKAH ¥

e B s

B —

Sumber: Dokumen foto pribadi
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I.  Gambar 3.10: Laporan cek kesehatan dari puskesmas

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KESEHATAN KOTA BIMA
UPT PUSKESMAS MPUNDA

Jin. Gatot Subroto No.15 Kel. Lewirato Kec. Mpunda Telp. +6285205185....

Email | puske

2@®vahoo.com

SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN
Nomor : 440/ /PKM.01/ /20

Telah datang ke Upt.P da, Calon in (Catin) sebagai berikut :
1. Catin Laki-Laki
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Pekerjaan $
Alamat : RT/RW. ¥ Kel/Desa: Kec.
Kota/Kab.:
2. Catin Perempuan
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Pekerjaan g
Alamat : RT/RW. / Kel/Desa: Kec.
Kota/Kab.:
Terhadap Catin tersebut di atas telah kami lakukan pemeriksaan k yang 1i
medis.pemeriksaan fisik, pemeriksaan }

jiwa dan pemeriksaan Penunjang dengan hasil
sebagai berikut :
1. Status keschatan Catin Laki-Laki secara umum : SEHAT/TIDAK SEHAT*
2. Status Keschatan Catin Perempuan sccara umum : SEHAT/TIDAK SEHAT*
3. Rekomendasi untuk Catin :
» Perencanaan kehamilan dapat di lakukan :
a. Segera setelah menikah, atau
b. Sectelah pasangan Catin berusia minimal 20 tahun, atau

c. Setelah pengobatan /terapi selama ... hari/bulan/tahun
» Rekomendasi Lain :

Pemeriksaan Laki-Laki Perempuan
PP Tes
[GOLDA

[HB
[HBSAgZ
[ TENSI
B
BB
LILA

TENSI
HIV/AIDS

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan ya dan untuk

Mengetahui, Kota Bima. 20
Dokter Upt.Puskesmas Mpunda Bidan Puskesmas

Nip.: Nip.:

Sumber: Dokumen foto pribadi
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m. Gambar 3.11: Sertifikat siap nikah dan hamil dari BKKBN

Sumber: Dokumen foto pribadi.
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2. Sidang penetapan setatus anak di Pengadilan Agama Semarang
a. Sidang penetapan setatus anak pasangan TG dangan FAG
dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor
119/Pdt.P/2023/PA.Smg berbunyi :

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2) Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama DA,
perempuan, lahir di Semarang tanggal 29 Januari 2021
dan AA, perempuan, lahir di Semarang tanggal 02 Juli
2022, adalah anak kandung dari Pemohon I (TG bin JI)
dan Pemohon Il (FAG binti RN);

3) Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat

puluh lima ribu rupiah);

b. Sidang penetapan setatus anak pasangan SS dengan MA dalam
Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor
117/Pdt.P/2023/PA.Smg berbunyi :

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2) Menetapkan anak yang bernama GA, lahir 8 November
2016 adalah anak Biologis dari Pemohon | (SS) dan
Pemohon Il (MA);
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3) Menetapkan anak yang bernama GE lahir tanggal 23
Oktober 2022, adalah anak sah dari Pemohon 1 (SS) dan
Pemohon Il (MA);

4) Membebankan para Pemohon membayar semua biaya
yang timbul dari perkara ini, sejumlah Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dari percontohan diatas program KRPPA di Tanjung Mas
menyelesaikan masalah perempuan dan anak sampai selesai.
Penyelesaian itu merupakan wujud dari ramah perempuan dan anak
yang dilakukan relawan SAPA di kelurahan Tanjung Mas yang bisa
di jadikan contoh untuk kelurahan lain.

C. Perkawinan di Bawah Tangan di Kelurahan Tanjung Mas
Dari program KRPPA yang ada di Kelurahan Tanjung Mas

terdapat 23 pasang melakukan perkawinan di bawah tangan. Pasang ini
bertempat tinggal dibeberapa RW yang ada di Kelurahan Tanjung Mas
sebagai berikut:

1. Empat pasang di RW 2 Kelurahan Tanjung Mas

2. Enam pasang di RW 4 Kelurahan Tanjung Mas

3. Empat pasang di RW 9 Kelurahan Tanjung Mas

4. Lima pasang di RW 11 Kelurahan Tanjung Mas

5. Empat pasang di RW 15 Kelurahan Tanjung Mas.*

14 Wawancara dengan lbu Sri Wahyuni sekertaris relawan SAPA pada hari
kamis 26 Oktober 2023 jam 10.00
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Data di atas merupakan laporan dari relawan SAPA yang di
ketuai oleh Bapak Aris Arianto bekerja sebagai lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dengan sekertaris 1bu
Sri Wahyuni bekerja sebagai staf kelurahan Tanjung Mas didukung
saudara lwan staff ASN kelurahan dan sekertaris kelurahan Bapak
Vivin Kunia Setyawan, S.T. Berdasarkan hasil mewawancara dan
observasi secara langsung di lapangan terdapat beberapa alasan yang
diungkapkan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan
sebagai berikut:

a. Pergaulan bebas

Mereka melakukan perkawinan di bawah tangan
dengan alasan pergaulan bebas yang menyebabkan hamil
terlebih dahulu. Perkawinan wanita hamil yang belum berumur
19 tahun harus melalui sidang Pengadilan Agama. Untuk
menutupi aib atau rasa malu pilihan melakukan perkawinan di
bawah tangan di anggap sebagai solusi terbaik. Hal ini sebagai
mana yang diungkapkan CC 18 tahun:

“Saya melakukan nikah di bawah tangan karena saya sudah
hamil duluan mas. Maklum anak muda jaman sekarang mas
banyak yang hamil duluan sebelum nikah. Saya dulu menikah
tahun 2016 sudah hamil 2 bulan dan masih berusia 12 tahun.
Waktu itu saya nurut sama orang tua mas biar tidak
menanggung aib maka dinikahkan siri. Tapi saya tidak tahu
penghulunya siapa dan apasaja berkas yang saya dapat. Yang
penting bagi saya sudah nikah secara agama yang sah”.®

15 Wawancara dengan Ibu CC pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam
14.00
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Hal serupa juga diungkapkan saudara IW 21 tahun
memilih perkawinan di bawah tangan. Berikut penuturan yang
diungkapkan kepada peneliti:

“Waktu muda saya nakal mas sering mabuk dan melakukan
hubungan suami istri dengan pacar saya. Akhirnya setelah
melakukan hubungan badan saya hamil duluan sebelum nikah.
Karena tidak ada biaya resepsi perkawinan saya memilih nikah
di bawah tangan saja mas”.6

Sama halnya yang dinyatakan saudara MA 22 tahun

melakukan perkawinan di bawah tangan akibat dari salah
bergaul. Berikut pernyataan yang diutarakan kepada peneliti:

“saya dulu punya pacar mas kami serius menjalin hubungan,
suatu ketika saya di ajak bersenang-senang dengan pacar saya
dengan temannya. Saya tidak tahu kalo teman pacar saya bawa
minuman baunya menyengat dan saya dipaksa minum. Setelah
saya menenggak 3 gelas saya teller mas, pada saat teller itu
pacar saya mengajak senang-senang dengan berhubungan
badan. Pada saat pertama memang sakit tapi setelah itu saya
ketagihan lalu saya hamil sebelum nikah. Setelah hamil 3 bulan
saya baru bicara dengan pacar saya. Pada saat itu usia saya 11
tahun karena saya butuh pertanggungjawaban pacar saya
akhirnya kami menikah di bawah tangan. Pernikahan di bawah
tangan kami pilih karena tidak ingin ribet mengurus ijin ke
Pengadilan Agama”.*’

b. Belum cukup umur

Pasangan hamil terlebih dahulu sebelum usia 16 tahun menjadi

alasan beberapa pasangan untuk melakukan perkawinan di

10.00

13.00

16 Wawancara dengan lbu IW pada hari selasa 24 Oktober 2023 jam

17 Wawancara dengan Ibu MA pada hari selasa 24 Oktober 2023 jam

109



bawah tangan. Pasangan ini memilih melakukan perkawinan di
bawah tangan karena tidak ada biaya untuk resepsi perkawinan
dan sidang ke Pengadilan. Hal ini sebagai mana yang
diungkapkan CC 18 tahun:

“saya memilih perkawinan di bawah tangan karena saya hamil
dulu mas. Sekarang ngurus nikah hamil malah ribet mas karena
ada sidang segala ke Pengadilan Agama karena saya masih
belum cukup utuk menikah. Kalo nikah siri enak mas tinggal
ngumpulin syarat dan rukunnya terus bisa ijab”.*

Hal yang sama juga dialami FAG 18 tahun berikut
penuturannya:

“saya melakukan perkawinan di bawah tangan karena untuk
menutub aib dan rasa malu mas. Soalnya saya hamil duluan
dengan pacar saya mau tidak mau saya harus nurut dengan
orang tua. Saya tinggal nurut dan manjalani saja mas semua
persyaratan di urus oleh orang tua saya. Karena saya keluarga

kurang mampu jadi  untuk ngurus nikah ke KUA dan

melakukan resepsi tidak ada biayanya”.°

c. Pekerjaan (ekonomi)
Salah satu pasangan ada yang ingin melanjutkan sekolah
terlebih dahulu dan mendapatkan pekerjaan. Alasan ini
dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang menerima
karyawan dengan syarat belum menikah. Perkawinan di bawah

tangan dianggap sebagai solusi dalam menjalani kehidupan

18 Wawancara dengan Ibu CC pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam
14.00
19 Wawancara dengan lbu FAG pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam
09.00
110



berumahtangga. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan FA 19
tahun sebagai berikut:

“Saya melakukan perkawinan di bawah tangan demi
mendapatkan pekerjaan yang hasilnya untuk istri dan anak saya.
Jaman sekarang mencari pekerjaan susah mas jadi saya memilih
tetap bekerja untuk bertanggung jawab kepada keluargaku.
Aturan perusahaan sebelum jadi kariyawan tetap tidak boleh
melakukan perkawinan mas. Jika saya mencatatkan perkawinan

saya maka saya akan dikeluarkan dari pekerjaan”.?

d. Keluarga broken home.?
Perceraian orang tua berpengaruh terhadap kurangnya kasih
sayang dan perhatian orang tua terhadap anak. Kurangnya
kontrol dari orang tua menyebabkan anak salah bergaul dan
melampiaskan kekesalan melalui kenakalan remaja. Hal ini
sebagai mana yang diungkapkan MA 22 tahun sebagai berikut:

“Semenjak orang tua bercerai saya dulu termasuk anak yang
tidak diperhatikan oleh orang tua mas. Setelah kejadian itu saya
dibarkan dan sering dimarahi saat rewel. Setelah bercerai ibu
saya lebih fokus kepekerjaannya untuk kehidupan kita. Karena
saya kurang perhatian akhirnya saya berpacaran dan
mendapatkan kasih sayang itu. Karena kurang kontrol dari
orang tua akhirnya saya hamil duluan. Setelah hamil kita
melakukan perkawinan di bawah tangan agar anak saya

memiliki bapak saat lahir”.?2

20 Wawancara dengan saudara FA pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam
14.00
21 Wawancara dengan saudara Iwan pada hari senin 23 Oktober 2023 jam
09.00 penanggung jawab program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas.
22 \Wawancara dengan Ibu MA pada hari selasa 24 Oktober 2023 jam
13.00
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Kejadian yang sama juga dialami oleh CC 18 tahun berikut
penuturannya kepada peneliti:

“Setelah ayah saya bercerai beliau nikah lagi dengan istri
barunya. Sejak saat itu perhatian ayah saya beralih kepada istri
barunnya. Sedangkan kepada saya sangat acuh dan sering
marah-marah contohya ketika saya minta dibelikan tas ayah
saya malah marah dan tidak membelikannya dengan alasan
hemat. Karena ayah saya sering marah saya memilih minta
sesuatu dengan kekasih saya. Kekasih saya sangat pengertian
dan setiap yang saya mau selalu dituruti. Karena saya sangat
bucin akhirnya saya melewati batas yang mengakibatkan saya
hamil duluan. Karena suami saya ingin melanjutkan pendidikan

lalu kami memutuskan untuk menikah di bawah tangan saja”.?

Selain di atas peneliti menemukan hal yang sama dialami oleh
TG 19 tahun sebagai berikut:

“Ibu saya sangat sibuk dengan mencari uang mas semenjak
beliau bercerai dengan ayah saya. Kami hidup berdua jadi ibu
jarang memperhatikan dan mengontrol pergaulan saya. Karena
hal itu saya jadi anak nakal dan susah di atur mas. Sampai-
sampai saya menghamili pacar saya sendiri. Setelah tau hal itu
saya lebih memilih perkawinan di bawah tangan saja.
Perkawinan ini merupakan wujud tanggung jawab saya atas
perbuatan saya yang salah”.2*

Dari kasus yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mas peneliti
menemukan dua peran pasangan yang melakukan perkawinan di

bawah tangan dalam menyikapi program KRPPA. Pertama pasangan

yang acuh (menolak) ada 16 pasang. Mereka tidak mau

2 Wawancara dengan lbu CC pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam
14.00
24 Wawancara dengan saudara TG pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam
09.00
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mendaftarkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Semarang Utara
dan memilih ikut KK orang tua dan menjalani perkawinannya karena
tidak terjadi masalah. Keyakinan keagamaan sebagai ibadah menjadi
dasar mereka untuk mempertahankan perkawinannya. Kedua
pasangan yang antusias (mendukung) ada 4 pasang. Mereka
mengikuti program KRPPA yaitu nikah masal di Kantor Kecamatan
Semarang Utara sedangkan 3 pasang mendaftar sendiri perkawinan
mereka.
Dari kasus perkawinan di bawah tangan terdapat beberapa
dampak yang terjadi bagi perempuan dan anak:
1. Perempuan yang menikah di bawah tangan menjadi Kepala
Keluarga dalam KK
2. Kesulitan mengurus akta anak karena tidak memiliki buku
nikah
3. Belum siapnya rahim sehingga beberapa pasangan mengalami
keguguran
4. Beberapa anak yang lahir menderita stunting.?
Demikian dampak yang dialami oleh pasangan yang melakukan
perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung Mas. Dampak
tersebut mewakili beberapa ungkapan perempuan dan anak yang

melakukan perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung Mas.

% Wawancara dengan lbu Sri Wahyuni sekertaris relawan SAPA pada
hari kamis 26 Oktober 2023 jam 10.00
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BAB IV
PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
PROGRAM KRPPA DI TANJUNG MAS KOTA SEMARANG

A. Program Nikah Ulang

Berdasarkan fakta dilapangan permasalahan yang terjadi di
Tanjung Mas terkait perkawinan di bawah tangan dilakukan tanpa
adanya seorang wali. Perkawinan tanpa wali dilakukan oleh
pasangan IR dengan IW, pasangan TG dangan FA, pasangan SS
dengan MA, pasangan FA dengan CC. Selain alasan nikah tanpa
wali alasan tanpa adanya mahar juga diungkapkan oleh pasangan IR
dengan IW, pasangan TG dangan FA. Dari kasus yang terjadi
dilakukan pencatatan perkawinan di bawah tangan dilakukan oleh
Ibu Sri Wahyuni. lbu Sri berlatar pendidikan ilmu kesehatan
sehingga tidak mempertimbangkan dari segi keabsahan dalam
hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pencatatan yang
dilakukan hanya pendampingan agar proses perkawinannya dapat
diakui oleh hukum dan mendapat surat kependudukan. Selain
pendampingan pencatatan Bu Sri juga membantu mengumpulkan
berkas pendaftaran nikah massal. Langakah akhir yang dilakukan
pengumpulan berkas perkawinan di Kantor Urusan Agama dalam
hal ini ditangani Bapak Mabrur Rohib.!

! Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni sekertaris relawan SAPA pada hari
kamis 26 Oktober 2023 jam 10.00 penanggung jawab relawan sahabat perempuan
dan anak.
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Dari hasil identifikasi Bapak Mabrur Rohib ketua KUA di
Kecamatan Semarang Utara. Perkawinan yang tidak dicatatkan di
KUA dianggap tidak pernah ada perkawinan. Sedangkan dalam
hukum Islam perkawinan tidak sah tanpa terpenuhinya unsur wali
dalam proses akad nikah. Solusi yang dilakukan untuk pasangan
yang ingin mencatatkan perkawinannya dalam program KRPPA di
Tanjung Mas adalah dengan cara nikah ulang.?

Berdasarkan pengamatan peneliti penyelesaian perkawinan di
bawah tangan di Tanjung Mas harus melalui proses identifikasi
perkawinan, penentuan sah atau tidaknya perkawinan, langkah
terahir menentukan solusi perkawinan yang tidak tercatat. Solusi
penyelesaian perkawinan harus berdasarkan hukum Islam dan
hukum positif di Indonesia dengan mempertimbangkan teori
perubahan sosial, maqosidus syari’ah pemeliharaan hifdul nasl, dan
Law as a tool of sosial engineering sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Islam
Pencatatan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di
Tanjung Mas adalah dilakukan nikah ulang. Pelaksanaan nikah
ulang dilakukan secara massal. Pelaksanaan nikah massal sudah
susuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Dimana
calon mempelai telah dilakukan pemeriksaan berkas perkawinan

yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum

2 Wawancara dengan Bapak H. Mabrur Rohib, S.Ag, MH Kepala KUA
Semarang Utara pada tanggal 9 November 2023 hari kamis jam 11.00 di Kantor
Urusan Agama Semarang Utara.
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perkawinan. Sebelumnya dalam perkawinan di bawah tangan
telah terjadi kekurangan dengan tidak adanya seorang wali dan
tidak adanya mahar maka tidak bisa dilakukan siding pengesahan
nikah.

Menurut peneliti langkah yang dilakukan sudah sesuai
dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang
disampaikan oleh Abu Musa ra, bahwasannya Rasulullah saw
bersabda:

c &Y Bl sadde d) e Al oo dde dil iy g 2 SY) sge ) 00
(25 ool 5 dale Gl 5 g2 5l 5 3518 sl ol ) (S V)
Tidak sah suatu perkawinan tanpa seorang wali.®
Hadist tersebut diperkuat dengan hadist lain yang diriwayatkan
oleh Abu Hurairah ra juga meriwayatkan sebuah hadist,
bahwasannya Rasulullah saw bersabda ;
Vs el 30 2335 Va4l Jsmy JB 1JE 4ie diluay 5 8 o 0o
(o303 Al 0ol o)) Letdi 3l 33

Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinankan
wanita lainnya dan seorang wanita juga tidak berhak melakukan
perkawinankan dirinya sendiri.*

Perkembangan dan kemajuan zaman menuntut pencatatan

perkawinan dengan mempertimbangkan maslahat. Selain itu

untuk ketertiban masyarakat dalam perkawinan Islam maka

3 Al-Shan’any, Subul Al-Salam, Juz 3 (Kairo: Dar Thya’ Al-Turats Al-
‘Araby, 1379 H/1960 M), hal. 117.
4 Al-Shan’any, Subul Al-Salam, hal. 118.
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harus patuh pada aturan pemimpin sebagaimana kaidah fikih
wahbah zuhaili:
dalaall bgia de ) o ala¥) Ci
Kebijakan atau aturan pemimpin yang dikenakan atas
rakyatnya harus di orientasikan kepada mereka.®

Selain kaidah fikih di atas di Indonesia diberlakukan
Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman umat Islam dalam
menyelesaikan masalah hukum. Berdasarkan Kompilasi Hukum
Islam dijelaskan dalam pasal 7 bahwa solusi pengesahan nikah
dapat dilakukan bagi perkawinan yang dilakukan setelah
berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 namun memenuhi syarat dan
rukun dalam perkawinan Islam. Selanjutnya menurut Fatwa MUI
Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan bahwa “nikah siri hukumnya
adalah sah, apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah.
Tetapi bisa menjadi haram manakala terdapat mudharat dan
dianjurkan untuk mendaftarkan secara resmi di instansi yang
berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak
negatif”.

Dari keterangan di atas menurut peneliti langkah yang
dilakukan relawan SAPA sudah sesuai dengan hukum Islam
yaitu melakukan nikah ulang. Nikah ulang dilakukan karena
pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Tanjung Mas

terindikasi melanggar syarat dan rukun dalam hukum Islam.

> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fighu Al-Islami wa Adillatuhu, juz 8 (Beirut:
Dar Al-Fikr, 2004), hal. 128.
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Perkawinan di bawah tangan yang melanggar syarat dan rukun
hukum Islam tidak bisa dilakukan pengesahan nikah di
Pengadilan Agama. Langkah yang tepat untuk menyelesaikan
perkawinan di bawah tangan yang terindikasi tidak sah adalah
melakukan nikah ulang.
. Menurut Hukum Posistif

Berdasarkan fakta dilapangan permasalahan perkawinan di
bawah tangan yang terjadi di Tanjung Mas termasuk perkawinan
yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat menurut
hukum positif merupakan perbuatan melanggar hukum
pencatatan perkawinan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang
perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan
menurut masing-masing agama maupun kepercayaannya dan
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dari peraturan di atas jelas bahwa untuk
memperoleh pengakuan setatus hukum harus dilakukan
pencatatan peristiwa hukum. Pencatatan peristiwa hukum
perkawinan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20
Tahun 2019 dikatakan bahwa pencatatan pernikahan adalah
kegiatan pengadministrasian peristiwva perkawinan. Dalam
pencatatan di tuangkan dalam akta nika yang memuat
pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah,
pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah,

dan penyerahan buku nikah.
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Pencatatan perkawinan penting dilakukan karena sesuai
dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan. Dalam administrasi penduduk dijelaskan bahwa
Negara Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945
berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status
pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukaan
dan peristiwa penting. Peristiwa penting yang di alami penduduk
meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan
dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama,
perubahan kewarganegaraan. Perkawinan disini masuk kedalam
peristiwa yang harus dicatat dan teradministrasi dengan baik.

Berdasarkan aturan di atas menurut peneliti pencatatan
perkawinan di bawah tangan yang dilakukan relawan SAPA
sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Dimana pencatatan
perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun dalam
hukum perkawinan. Pencatatan perkawinan ini merupakan wujud
dari ramah perempuan sedangkan wujud peduli terhadap anak
dilakukan dengan membantu melakukan siding penetapan status
anak ke Pengadilan Agama. Dari hasil ini maka permasalahan
yang dihadapi perempuan dan anak terselesaikan dengan adnya
program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak di tanjung
Mas.

. Menurut Teori Hukum
Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat beberapa teori

yang sesuai dengan program Kelurahan ramah perempuan dan
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peduli anak di Tanjung Mas. Adapun teori yang dipakai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Teori Perubahan Hukum
Perubahan batasan umur sebagai syarat dalam
perkawinan, mempengaruhi adanya perkawinan di bawah
tangan di Tanjung Mas. Penyelesaian perkawinan di bawah
tangan yang dilakukan relawan sahabat perempuan dan
anak dilakukan dengan cara nikah ulang. Nikah ulang
dilakukan untuk membantu masyarakat yang melakukan
perkawinan di bawah tangan untuk di catatkan
perkawinannya secara hukum negaradan hukum Islam.
Perubahan batasan usia perkawinan dan perubahan perilaku
sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi
satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu
negara dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.
Demikian pula perubahan sosial di masyarakat dapat
membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara.
Atas dasar itu, aturan pencatatan perkawinan dan nikah
di bawah tangan akan saling tarik menarik. Sebagaimana
teori perubahan hukum dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-
Jauziyah dalam kitabnya 7 lamul-Muwagqqin, dinyatakan:®
2 3l 3 3N 5 J)5AY) 5 S 5 Ak 5Y) Claty AT 5 (s 5l

5 Ibnu Qoyyim al-Jauziyat, 7°lam al-Muwaqqin, Juz 3, (Beirut: Darl al-
Jabal, 1973), h. 28.
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Artinya : Berubah dan berbedanya fatwa sesuai
dengan berubahnya waktu, tempat, kondisi, niat
dan adat.

Menurut teori Ibnu Qayyim penetapan hukum

berkaitan dengan situsi zaman, situasi tempat, kondisi, niat
dan tradisi kelima hal tersebut menjadi sebab perubahan
hukum yang baru. Hukum dan maslahah menjadi dasar
syari’at untuk menjalankan kepentingan umat di dunia dan
akhirat yang menjamin keadilan, rahmat, hikmah, dan
kemaslahatan bagi semuanya. Perubahan hukum terhadap
perkembangan sosial hukum Islam berorientasi pada
kemaslahatan dan mengacu pada syari’at yang bertujuan
untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan
kebajikan.’

Berdasarkan teori perubahan hukum di atas, menurut
peneliti pencatatan perkawinan di bawah tangan oleh
relawan SAPA di Tanjung Mas sangat baik dan sudah
sesuai aturan hukum. Taat aturan hukum pencatatan
perkawinan dapat mendorong perubahan sosial masyarakat
dalam hal tertib hukum Islam dan hukum positif. Dengan
adanya tertib hukum pencatatan perkawinan maka jaminan
atas perempuan dan anak akan terealisasi. Selain itu
dengan adanya tertib pencatatan perkawinan akan

mempermudah dalam administrasi kependudukan.

" Ibnu Qoyyim al-Jauziyat, I’lam al-Muwaqgin, hal. 22
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b. Teori Magashid al-syari‘ah Jasser Auda

Pencatatan perkawinan di bawah tangan yang terjadi
di Tanjung Mas deselesaikan dengan cara nikah ulang.
Pelaksanaan nikah ulang untuk mewujudkan kebaikan
sekaligus menghindarkan keburukan yang kemungkinan
akan terjadi. Menghadirkan kebaikan dan menghindarkan
keburukan merupakan bentuk maslahat dari progran
kelurahan ramah perempuan dan peduli anak di Tanjung
Mas. Program ramah perempuan dan peduli anak
seharusnya menyasar pada perlindungan keturunan.

Perlindungan keturunan dapat kita lakukan sebagai
mana teori magashid al-syari'ah Jasser Auda dimana
syariah Islam mempunyai peran positif dalam
mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu
menjawab tantangan-tantangan zaman. Jasser
menjelaskan bahwa dimensi teori magasid seperti yang
telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus
diperluas dari kemaslahatan individu menjadi wilayah
masyarakat atau umat manusia dengan segala
tingkatannya.® Teori Magashid al-syari‘ah Jasser Auda
menunjukkan bahwa hifz nasl (perlindungan keturunan)
berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan

sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani.

8 Retna Gumanti, Magasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, Pendekatan
Sistem Dalam Hukum Islam, (Jurnal Al-Himayah, Vol.2 No. 1 Maret 2018) h. 114
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Adapun hifz  ‘agl (perlindungan akal) berkembang
menjadi pengembangan pemikiran ilmiah yaitu perjalanan
menuntut  ilmu.® Dalam gagasan hifz  al-‘irdi
(perlindungan  kehormatan) berkembang menjadi
perlindungan harga diri manusia dan menjaga hak asasi
manusia. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan
berbasis magasid terhadap isu hak asasi manusia dapat
memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah
dimensi-dimensi positif baru pada hak asasi manusia. Di
sisi lain konsep hifz al-din (perlindungan agama)
berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam
ekspresi-ekspresi kontemporer. Hifz al-mal (perlindungan
harta) berkembang menjadi perlindungan ekonomi dan
menekan jurang antar kelas.°

Dari teori di atas menurut peneliti proses pencatatan
perkawinan di Tanjung Mas mewakili adanya
perlindungan keturunan, kehormatan, dan harta dalam
keluarga. Yang dimaksud perlindungan keturunan adalah
dengan adanya pencatatan perkawinan maka setiap anak
yang lahir dari perkawinan yang dicatat secara otomatis
akan dilindungi oleh hukum Islam dan hukum positif

negara Indonesia. Dalam hal perlindungan kehormatan

9 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, terj.

Rosidin dan Ali Abd el-Mun "im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 320.

322.

10 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, hal.
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dari adanya pencatatan perkawinan adalah pengakuan
status suami istri dan anak akan diterima oleh masyarakat.
Pengakuan hubungan suami istri dan anak secara otomatis
akan menjaga harta pasangan yang diakui untuk
menyerahkan hartanya kepada ahli waris. Ahli waris yang
dimaksud adalan anak sah yang diakui oleh hukum Islam

dan hukum positif di Indonesia.

c. Teori Law as a tool of sosial engineering

Berdasarkan teori law as a tool of social engineering
oleh Roscou Pound pencatatan perkawinan di Tanjung
Mas memenubhi tiga kepentingan yaitu umum, masyarakan
dan pribadi. Tiga kepentingan ini sesuai dengan hukum
yang berfungsi sebagai alat pembaharuan atau merekayasa
perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.!! Kemudian
teori law as a tool of social engineering dapat pula
diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah
perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan oleh hukum.'? Nazaruddin Lathif
menyatakan bahwa teori law as a tool of social
engineering merupakan pandangan modern tentang

hukum. Dimana hukum itu tidak hanya mengukuhkan

' Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum,
(Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), h. 248.
2 Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar
Maju, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74.
124



pencatatan perkawinan di bawah tangan oleh relawan
SAPA saja, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada
pemeliharaan keturunan, menghapus kebiasaan
perkawinan di bawah tangan, dan menciptakan tertib
administrasi pencatatan perkawinan.'®

Menurut peneneliti hukum pencatatan perkawinan
adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa
masyarakat melalui pengesahan perkawinan dan penetapan
status anak yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri,
yaitu sebagai berikut:
1) Kepentingan Umum (Public Interest)

a) Kepentingan pencatatan perkawinan  untuk

menertibkan administrasi penduduk.
b) Kepentingan untuk menertibkan  pencatatan
perkawinan umat Islam di Indonesia.

2) Kepentingan Masyarakat (Social Interest)

a) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban.

b) Perlindungan lembaga-lembaga sosial.

c) Pencegahan kemerosotan akhlak.

d) Pencegahan pelanggaran hak.

e) Kesejahteraan sosial.

3) Kepentingan Pribadi (Private Interest)

13 Prayugo Widodo, Implementation of Community Policing using
Problem Solving Approach by Bhabinkamtibmas, AMSIR Law Jurnal Vol 4
Nomor 105 Tahun 2022, hal. 35.
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a) Kepentingan legalitas perkawinan.
b) Kepentingan status anak dalam perkawinan.
¢) Kepentingan perlindungan perempuan dan anak.

Dari ketiga kepentingan di atas dimensi utama Bahwa hukum
benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola
masyarakat. Kedua Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau
kepentingan-kepentingan masyarakat. Ketiga adanya pengawasan
guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.

Berdasarkan teori hukum diatas, menurut peneliti penyelesaian
masalah perempuan dan anak sesuai dengan teori perubahan hukum
dimana kasus pengesahan nikah semula diajukan suami, istri, dan
anak menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Dalam
penyelesaian di Tanjung Mas tidak hanya memandang
kemaslahatan pengesahan nikah maupun nikah ulang saja. Tetapi
sesuai dengan teori pemeliharahan keturunan Jasser Auda’
keperdulian harus sampai kepada keutuhan berumah tangga yang
menyisir pada pemeliharaan anak. Selain itu hukum sebagai alat
untuk mengatur perubahan masyarakat yang tidak baik harus

diterapkan terhadap pelaku yang menyimpang dari norma sosial.

. Penyelesaian Status Anak

Setiap kelahiran adalah merupakan peristiwa hukum sehingga
demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum tersebut, harus
dicatat sebagaimana peristiwa perkawinan maupun kematian. Hal

ini dilakukan kelurahan Tanjung Mas dalam mencatatkan anak
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kedinas kependudukan dan catatan sipil. Dalam penyelesaian
perkawinan di bawah tangan terdapat masalah baru yang harus
diselesaikan yaitu pembuatan akta anak. Dalam pembuatan akta
anak relawan sahabat perempuan dan perduli anak di Tanjung mas
melakukan sidang penetapan asal usul anak ke Pengadilan. Setelah
pelaksanaan nikah masal, 2 pasangan yang memiliki anak
melakukan sidang penetapan status anak di Pengadilan Agama
Semarang. Sidang dilakukan untuk menentukan bahwa anak
merupakan anak sah dari pasangan yang telah dinikahkan secara
sah.!4

Peristiwa hukum di atas menjadi pintu masuk lahirnya hak-
hak dan kewajiban keperdataan seperti hak untuk mendapatkan
warisan, kewajiban orang tua dalam mengurus dan memelihara
anak, pengangkatan wali, hibah, wasiat, status mahrom dan
sebagainya.’® Adapun pengertian pengesahan anak
menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Undang-Undang Administrasi
Kependudukan (“UU  24/2013”) berbunyi  “Pengesahan  status
seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut
hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang

tua anak tersebuttelah sah  menurut hukum negara.

14 Wawancara dengan Bapak H. Mabrur Rohib, S.Ag, MH Kepala KUA
Semarang Utara pada tanggal 9 November 2023 hari kamis jam 11.00 di Kantor
Urusan Agama Semarang Utara.

15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan
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Adapun pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang
tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama
dan hukum negara.®
Mengingat pengesahan anak berhubungan erat dengan sahnya
status perkawinan, sedangkan perkawinan siri hanya sah
berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak
memiliki status hukum di hadapan negara. Untuk mendapatkan
pengesahan anak, berikut cara yang dapat ditempuh: */
1. Melalui pengesahan nikah
Berkaitan dengan istilah pengesahan nikah di Pengadilan
Agama hanya diperuntukkan bagi permohonan pengesahan
nikah. Permohonan pengesahan nikah yang dikabulkan oleh
Pengadilan Agama secara otomatis berlaku untuk anak sebagai
anak dari pasangan yang dinyatakan sah dari Pengadilan
Agama. Dari pengesahan nikah maka setiap anak mempunyai
hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum, berhak
mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan jaminan
tanggung jawab dari orang tuanya, keluarga, masyarakat,
pemerintah serta negara. Kelahiran anak adalah merupakan
hasil hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki. Anak

yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah menurut

16 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23
Tahun 2006 yang mengatur administrasi Kependudukan.
7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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hukum adalah merupakan anak yang sah. Sedangkan anak yang
dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah anak luar kawin.
2. Melalui sidang penetapan asal-usul anak
Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan
tidak sah menurut agama Islam dan telah dikaruniai anak,
kemudian melangsungkan perkawinan kembali secara resmi
menurut hukum negara. Sehingga untuk menentukan
kedudukan status anaknya harus mengajukan permohonan asal-
usul anak ke Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan yang
dilakukan bukan mengajukan permohonan pengesahan nikah
melainkan menikah baru secara resmi, sehingga waktu

pernikahan yang tercatat adalah nikah yang baru saja terjadi itu.

Berdasarkan pengamatan peneliti pecatatan perkawinan yang
dilakukan relawan sahabat perempuan dan anak di Tanjung Mas sudah
tepat. Dimana ramah perempuan diwujudkan dengan melakukan
pencatatan perkawinan di bawah tangan sedangkan perduli anak
diwujudkan dengan membantu sidang penetapan status anak ke
Pengadilan Agama . Penyelesaian status anak mengikuti status keabsahan
pernikahan orang tua. Jika dalam identifikasi perkawinan di bawah
tangan sesuai syarat dan rukun perkawinan maka nikahnya sah dan anak
secara otomatis anak sah. Jika dalam identifikasi perkawinannya tidak

sah maka perlu dilakukan nikah ulang dan sidang penetapan status anak.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas merupakan wujud
keperdulian terhadap masalah gender bagi perempuan dan anak.
Keperdulian diwujudkan dengan menyelesaikan masalah kekerasan
dalam rumah tangga, Ibu hamil, kenakalan remaja, stunting, dan
mencatatkan perkawinan di bawah tangan. Fokus dalam penelitian ini
adalah penyelesaian perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di
bawah tangan yang berhasil dicatatkan di kelurahan Tanjung Mas
dialami pasangan pertama TG dangan FAG pasangan ini melakukan
perkawinan di bawah tangan dengan alasan hamil duluan dan usia
masih di bawah 16 tahun. Kedua SS dengan MA pasangan ini
melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan mempelai
laki-laki ingin melanjutkan sekolah dan mendapat pekerjaan terlebih
dahulu. Ketiga IR dengan IW pasangan ini malakukan perkawinan di
bawah tangan karena pergaulan bebas sehingga dilakukanlah
perkawinan di bawah tangan untuk menghindari aib bagi
masyarakat. Keempat FA dengan CC pasangan ini dijodohkan kedua
orang tuanya karena belum mencapai usia 16 tahun maka dilakukan

perkawinan di bawah tangan.
2. Penyelesaian perkawinan di bawah tangan dilakukan dengan cara
pernikahan ulang dan sidang penetapan setatus anak. Langkah

yang dilakukan yaitu pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan
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nikah masal, penyerahan buku nikah. Semua hal ini merupakan
tiga indikator yang masuk kedalam program KRPPA vyaitu:
pertama pengorganisasian data perempuan, kedua pembiayaan
terhadap masalah yang dihadapi perempuan, ketiga pencegahan

perkawinan di bawah tangan yang berumur kurang dari 19 tahun.

B. Saran

1. Diharapkan dari pihak relawan SAPA dan KUA dalam
mensosialisasikan program KRPPA dilakukan secara lebih luas.
Dikarenakan perkawinan di bawah tangan masih banyak yang belum
tercatatkan. Selanjutnya identifikasi keabsahan perkawian di bawah
tangan untuk memudahkan langkah yang akan ditempuh dalam
pencatatan perkawinan. Masyarakat harus lebih teliti dalam memilih
jasa nikah yang sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam
dan hukum positif.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan
baru terhadap kepedulian akademisi sebagai stakeholder masa depan
agar kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan
eksploitasi  terhadap anak dapat dihilangkan. Utamanya
permasalahan perkawinan di bawah tangan dapat terselesaikan
melalui program KRPPA. Melalui KRPPA di Kelurahan Tanjung
Mas dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di bawah
tangan dapat dijadikan contoh untuk menyelesaikan permasalahan

yang ada di kelurahan lain.
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